UNIVERSITAS INDONESIA

Pembagian Harta Pewaris yang Menikah Tetapi Belum Dicatatkan
Pada Kantor Catatan Sipil Menurut Hukum Perdata Barat (Studi
Kasus Pembagian Harta Peninggalan Tuan Eka)

TESIS

YUFITA SUDJINTO
0806428230

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
JAKARTA
JUNI 2010

Pembagian harta..., Yufita Sudjinto, FH Ul, 2010.



L %)
s

UNIVERSITAS INDONESIA

Pembagian Harta Pewaris yang Menikah Tetapi Belum Dicatatkan
Pada Kantor Catatan Sipil Menurut Hukum Perdata Barat (Studi
Kasus Pembagian Harta Peninggalan Tuan Eka)

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister kenotariatan

Diajukan oleh

YUFITA SUDJINTO
0806428230

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
JAKARTA
JUNI 2010

-0 -

Pembagian harta..., Yufita Sudjinto, FH Ul, 2010.



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk

telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Yufita Sudjinto
NPM : 0806428230

Tanda Tangan :

T

Tanggal : ¢§-o% - >cl0

- i -

Pembagian harta..., Yufita Sudjinto, FH Ul, 2010.



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama > Yufita Sudjinto

NPM : 0806428230

Program Studi : Pendidikan Kenotrariatan

Judul Tesis : Pembagian Harta Perwaris yang Menikah Tetapi Belum

Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Menurut Hukum Perdata
Barat (Studi Kasus Pembagian Harta Peninggalan Tuan Eka)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai
bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister
Kenotariatan pada Program Studi Pendidikan Kenotariatan, Fakultas Hukum,
Universitas Indonesia,

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Milly Karmila Sareal, SH, Mkn

Penguji : Dr. Widodo Suryandono, SH, M H. (... .= Ao )

Penguii : Akmad Budi Cahyono, SH, M H.
Ditetapkandi ...
Tanggal

—iv -

Pembagian harta..., Yufita Sudjinto, FH Ul, 2010.



KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha
Esa, karena berkat rahmat-Nyalah penulis dapat menyelesaikan tesis yang begudul
“Pembagian Harta Perwaris yang Menikah Tetapi Belum Dicatatkan Pada Kantor Catatan
Sipil Menurut Hukum Perdata Barat (Studi Kasus Pembagian Harta Peninggalan Tuan
Eka)” hingga pada akhirnya terselesaikan.

Adapun penulis dalam menyusun tesis imi tidak lain adalah sebagai salah satu
syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas
Indonesia. Dalam menulis karya ilmiah ini penulis menyadari bahwa masih banyak
kekurangsempurmnaan baik dalam hal penulisan maupun pengumpulan data.

Dalam penuiisan ini penulis banyak sekali menemukan kesulitan, akan tetapi
penulisan ini dapat terselesaikan. Terselesaikannya tulisan ini tidak luput dari bantuan
baik moril maupun materil dari pihak-pihak yang telah sangat membantu penulis sampai
-denga terselesaikannya tulisan ini, dengan demikian penulis ingin r-nengucapkan terima
kasih kepada.:

1. Orang tua penulis tercinta yang terus mendoakan dan mendukung penulis sampai
dengan terselesaikannya skripsi ini.

2. Prof Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri sebagai Rektor Universitas Indonesia.
Prof. Safri Nugraha S.H, LLM. PhD selaku Dekan Fakultas Hukum atas
bimbingan yang diberikan kepada penulis.

4.  Tbu Milly Karmila Sareal, SH, MKn selaku pembimbing. Penulis mengucapkan
terima kasth atas bimbingannya kepada penulis.

5. Dr. Widodo Suryandono, S.H., M.H. dan Akmad Budi Cahyono, SH, MH selaku
penguji yang telah memberikan saran dan masukkan terhadap tesis ini.

6.  Seluruh teman-teman kuliah yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang bantuan

dan dukungannya membantu terselesaikannya tesis ini.

Pembagian harta..., Yufita Sudjinto, FH Ul, 2010.



Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi tingginya kepada
semua pihak yang tidak dapat dirinci satu persatu yang telah memberikan bantuan moril
maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dan berharap Tuhan
Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu.
Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak luput dar kekurangan dan kelemahan baik dari
sudut isi maupun dari cara pengajuannya. Oleh karena it saran dan kritikan yang
membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini membawa

manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 05 Juli 2010

Penulis

/

Pembagian harta..., Yufita Sudjinto, FH Ul, 2010.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yufita Sudjinto

NPM : 0806428230

Program Studi : Magister Kenotariatan
Departemen : Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk membenkan kepada
Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free
Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Pembagian Harta Perwaris yang Menikah Tetapi Belum Dicatatkan Pada Kantor Catatan
Sipil Menurut Hukum Perdata Barat {(Studi Kasus Pembagian Harta Peninggalan Tuan
Eka)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Rovyalti Non eksklusif
ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola
dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya
selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak
Cipta,

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebénarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 05 Juli 2010

Yang menyatakan

e

( Yufita Sudjinto)

- VII -

Pembagian harta..., Yufita Sudjinto, FH Ul, 2010.



ABSTRAK

Nama : Yufita Sudjinto
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Pembagian Harta Perwaris yang Menikah Tetapi Belum Dicatatkan Pada

Kantor Catatan Sipil Menurut Hukum Perdata Barat (Studi Kasus
Pembagian Harta Peninggalan Tuan Eka)

Tests ini membahas mengenai pembagian harta peninggalan menurut Hukum Perdata
Barat terhadap seseorang yang menikah tetapi perkawinannya belum dicatatkan pada
kantor Catatan Sipil sehingga sulit isteri dan anak anaknya untuk membuktikan adanya
hubungan hukum antara mercka dengan pewaris dan berhak atas harta peninggalannya.
Kasus yang diangkat dalam tesis ini adalah kasus harta peninggalan tuan Eka, dimana
tuan Eka menikah dengan nyonya Yuli secara adat pada tahun 1971 dan secara agama
Buddha pada tahun 1999 namun hingga ketika tuan Eka meninggal dunia pada tahun
2006 mereka tidak pernah mencatatkan perkawinan tersebut pada kantor Catatan Sipil.
Sehingga status anak anaknya hanyalah anak luar kawin dar ibunya dan tidak
mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya (yaitu tuan Eka). Oleh karena bukti
adanya perkawinan hanyalah melalui akta perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor
Catatan Sipil maka dengan tidak adanya akta perkawinan, maka isteri dan anak anaknya
tidak mempunyai hubungan hukum dengan pewaris dan karenanya tidak sebagai ahli
waris golongan pertama dari pewaris. KUHPerdata memberikan pengecualian terhadap
mereka yang tidak dapat menunjukan akta perkawinan sebagai bukti adanya perkawinan
sebagaimana diatur dalam pasal 101 KUHPerdata dan Pasal 36 Undang Undang nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana pertimbangan sah atau
tidaknya perkawinan yang tidak dicatatakan tersebut diberikan kepada hakim untuk
memutuskannya. Melalui penetapan pengadilan, hakim memerintahkan kepada pegawai
Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan yang belum dicatatkan tersebut serta
mengesahkan anak-anak yang lahir dad perkawinan tersebut sebagai anak sah kedua
orangtuanya. Dengan adanya akta akta tersebut maka notaris dapat membuat akta
keterangan hak waris yang menyatakan bahwa ahli waris dari tuan Eka adalah ahli waris
golongan pertama yaitu isteri dan anak anaknya (nyonya Yuli, nona Ling dan tuan Ha)
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan. Sedangkan apabila akta akta
yang dikeluarkan serta diperbaiki oleh Kantor Catatan Sipil melalui penetapan pengadilan
tersebut tidak ada maka akta keterangan hak waris yang dibuat oleh notaris akan
menunjuk orang tua dan saudara saudara tuan Eka sebagai ahli waris golongan kedua,

Kata kunci:
Waris, Hukum Perdata Barat, Perkawinan yang tidak dicatatkan
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ABSTRACT

Name : Yufita Sudjinto
Study Program : Magister Kenotariatan
Title : The Distribution of Inheritance According to Dutch Continental Law of

the Deceased Whose Marriage Not Yet Registered at Civil Registration
Office (A Case Study from The Distribution of Mr Eka’s Assets)

This Thesis is about the distribution of inheritance according to Dutch Continental Law
that applied in Indonesia of the deceased whose marriage not yet registered at Civil
Registration Office hence it is difficult for decease’s spouse and children to show
evidence any legal connection between them and the deceased thus have the right for
decease’s assets. A case study that going to be discussed on this thesis is the distribution
of Mr Eka’s assets, where Mr Eka married Mrs Yuli according adat law at 1971 dan by
religion law (which is Buddha) at 1999. Unfortunately until the death of Mr Eka at 2000,
their marriage never been registered at Civil Registration Office. Therefore their children
status were illegitimate child from their mother and does not have any legal connection
with the deceased (their. father - which is Mr Eka). Due to the acceptable prove of
marriage is only by Marriage Certificate issued by Civil Registration Office thus without
it there is no legal connection between the wife and children with the deceased and so
they are not the primary group heir of Mr Eka’s assets. The law gives a consideration fo
those who can not present Marmiage Certificate as the evidence of marriage as stated in
Article 101 KUHPerdata and Article 36 Law 23/2006 regarding Population
Admiinistration where concerning whether is it a legal marmiage if it not registered or not,
is placed on court consideration. Through court mandate, judge ordering Civil
Registration officer to register marriage that have not been registered and also to legally
recognized the children that born from that marriage as legitimate child of both parents
'by adding a post remark on the children birth certificates regarding the acknowledge of
both parents that they are a legitimate children of the couple. With the existence of those
certificates, notary can make Inheritance Right Statement that state the heir of Mr Eka are
the first group heir which is spouse and the children (in this case Mrs Yuli, Ms Ling and
Mr Ha) as stated by the law. Without those certificate that issued and patch up by Civil
Repistration Office through court mandate therefore Inheritance Right Statement that
made by notary will appoint Mr Eka’s parents, siblings and their descendants as
secondary group heir of Mr Eka.

Key Words:
Inheritance, Non Registered Mariage, Dutch Continental Law
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BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Dalam kchidupan manusia terdapat tiga peristiwa penting di mata hukum
yaitu kelahiran, perkawinan dan kemati?n dimana ketiga peristiwa tersebut saling
mempengaruhi satu sama lain dalam puang lingkup hukum kekeluargaan. Oleh
karenanya ketiga peristiwa tersebut wajib dilaporkan dan dicatat karena peristiwa
tersebut mempunyai akibat hukum yang cukup signifikan khususnya dalam hal
hukum keluarga dan pewarisan. Melalui pencatatan tersebut, oleh dinas yang
berwenang dikeluarkan suatu akta yang berfungsi sebagai alat bukti adanya
peristiwa yang dimaksud.

Pada awal kelahiran seorang, dalam dirinya sudah terdapat hak dan
kewajiban baik yang diperoleh dengan sendirinya sebagai individu maupun yang
diperoleh melalui pewarisan. Oleh karenanya peristiwa kelahiran tersebut wajib
dicataikan, karena hal tersebut menjadi dasar pembuktian alas melekatnya hak dan
kewajiban tersebut. Dengan adanya akta kelahiran, keberadaan seseorang diakui
secara hukum serta adanya hubungan perdata dengan orang tuanya Melalui akia
kelahiran itu pula, status anak tersebut jelas terlihat. Apakah ia berstatus anak sah,
anak luar kawin ataupun anak luar kawin yang diakui berikut segala perubahan
status seorang anak tersebut akan tercantum dalam akta kelahirannya.

Perkawinan menyatukan kehidupan dva manpsia untuk bersama-sama
membangun kehidupan mereka dan menghasilkan ketunman, Dalam hukum
Perdata Barat (idak dilemukan definisi suatu perkawiran namun istilah
perkawinan tersebut digunakan dalam dua arti yaitu

- sebagai suatu perbuatan, yaitu perbuatan “melangsungkan perkawinan”

(Pasal 104 Kitab Undang Undang Hukum Perdata — selanjutnya disingkat

KUHPerdata) dan juga dalam arti "setelah perkawinan” (Pasal 209 butir 3

KUHPerdata). Dengan demikian perkawinan adalah suwatu perbuatan

hukum yang dilakukan pada suatu saat tertentu.

Universitas indonesia
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- sebagai ”suatu keadaan hukum™ yaitu keadaan bahwa seorang pria dan
seorang wanita terikat oleh suatu hubungan perkawinan.’

Ketentuan tentang perkawinan dialur dalam KUHPerdata Pasal 26 sampai
Pasal 102, dimana secara umum undang undang hanya memandang perkawinan
dari sudut keperdataannya saja sehingga dapat diasumsikan bahwa perkawinan
adalah sah bila segala persyaratan yang diafur dalam KUHPerdata terpenuhi
sedangkan peraturan agama dikesampingkan. Hal ini juga dihubungkan dengan
Pasal 81 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu upacara perkawinan
keagamaan tidak boleh dilangsungkan sebelum kedua pihak membuktikan bahwa
perkawinan dihadapan pegawai Kantor Catatan Sipil sudah dilangsungkan?
Namun dengan berlakunya Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan (untuk selanjutnya disingkat Undang Undang Perkawinan),
perkawinan tidak lagi dilihat dari sisi keperdataannya saja melainkan juga
memperhatikan hukum agama.

Akta perkawinan adalah alat bukti, yang membuktikan bahwa orang crang
yang disebutkan namanya dalam akta tersebut, bepar telah melangsungkan
perkawinan yang dimaksud dalam akte yang bersangkutan? Dengan demikian
status mereka sebagai-suami isteri diakui secara hukum dan anak anak yang lahir
akibat dari perkawinan tersebut adalah anak sah dari suami isteri tersebut. Hal ini
juga terlihat dalam akta kelahiran anak yang bersangkutan sebagaimana telah
dijelaskan sebelumnya Akta perkawinan tersebut didapat dengan mencatatkan
perkawinan kepada Kantor Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam Undang
Undang Perkawinan.

Peristiwa hukum terpenting lainnya adalah kematian karena melalui
kematian seseorang maka pada seketika itu juga segala hak dan kewajibannya

beralih pada sekalian ahli warisnya yang dikenal dengan asas le mort saisit le vif

Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistim Hukum Nasional, (Jakarta :
Kencana, 2008), him.101

* Tan Tong Kie, Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris, (Jakarta : PT.Ichtiar
Baru Van Hocve, 2007) him.7

* Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlun Sjerif, Huwain Perkawinan Dan Keluarga Di
Indoreisa, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm 56

Universitas Indonesia
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sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban dari pewaris oleh para ahli waris
dinamakan saisine. *

Akia kematian menjadi bukti atas meninggalnya seseorang dan dasar
munculnya pewarisan yang pengaturannya bergantung pada masing masing
hukum yang dianut oleh pewaris dan penentuan ghli waris wajib didasari dengan
dibuktikan ada tidaknya hubungan hukum dan perdata antara pewaris dan ahli
waris sebagaimana diatur dalam hukum waris.

Menurut A Pitlo, hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan
ketentuan dimana berhubung dengan meninggalnya seseorang, akibat akibatnya di
dalam kebendaan diatur, yaitu akibat dari beralihnya harta peninggalan dari
seorang yang meninggal kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya antara
mereka sendiri maupun pihak ketiga.®

Hukum waris dalam hukum Perdata Barat pada intinya menyebutkan
bahwa hukum waris (erfrechf) adalah hukum yang mengatur kedudukan hukum
harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahnya harta
kekayaan tersebut kepada orang lain sebagaimana temyata da!am Pasal 830
KUHPerdata °

Sifat dari hukum waris Perdata Barat secara umum meliputi sistim
individual, bilateral dan perderajatan. Sifat individual adalah sualu asas dimana
yang menjadi ehli waris adalah perorangan (secara pribadi) bukan kelompok
sebagaimana temyata dalam Pasal 850 juncfo Pasal 852 huruf a KUHPerdata yang
meni:atakan bahwa yang berhak menerima warisan adalah suami atau isteri yang
hidup terlama, anak beserta kelurunannya

Sifat bilateral berarti bahwa seseorang tidak hanya mewarisi dari bapak
saja, tetapi juga dan ibu, demikian juga saudara laki-laki mewaris dari saudara
laki-lakinya maupun saudara perempuannya Asas ini disebutkan dalam Pasal 850,
Pasal 853 dan Pasal 856 KUHPerdata yang mengatakan bahwa bila anak dan
keturunannya serta suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada lagi, maka harta

* Subekti (1), Pokok Pokok Hulam Perdata, (Jakaria : Intermasa, 2003), hlm.96

* Ali Afandi, Hukwn Waris Hwunt Keluarga Hukum Pembuktian, (Jakarta : Rineka
Cipla, 2004), him.7

® Titik Triwulan Tutik, Op.cif., hlm.253

Universitas Indonesia
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peninggalan dari si meninggal diwarisi oleh bapak dan ibu serta saudara laki-laki
dan saudara perempuannya. Sifat penderajatan berarti ahli waris yang derajatnya
dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya, maka
untuk mempermudah perhitungan diadakan penggolongan penggolongan ahli
waris
Mengenai keluarga sedarah yang mungkin menjadi ahli waris dan suami/isteri
yang hidup terlama, dibagi dalam 4 penggolongan yaitu :

1. anak atau keturunannya dan janda atau duda

2. orang tua (ayah dan ibu), saudara-saudara dan keturunannya

3. nenek dan kakek, atau leluhur lainnya di dalam garis lurus keatas

4. sanak keluarga di dalam garis ke samping sampai tingkat ke enam
dan kalau semuanya itu tidak ada, maka Negara yang menjadi ahli waris®

Meskipun undang undang telah mengatur dengan jelas hal hal yang
berkaitan dengan pewarisan dan perkawinan, namun masih banyak masyarakat
yang lidak mematuhinya karena minimnya pengetahuan mereka akan hukum
sehingga hak dan kepentingan mereka tidak ierlindungi dengan baik. Salah satu
contohnya adalah masih banyak masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinan
mereka pada kantor Catatan Sipil sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang
Perkawinan. Oleh karena Undang Undang Perkawinan tidak secara rinci mengatur
mengenai bukti perkawinan, maka dalam Hukum Perdata Barat bukti perkawinan
diatur di dalam Pasal 100 sampai Pasal 102 KUHPerdata, dimana dalam Pasal 100
KUHPerdata ditentukan bahwa adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan
dengan cara lain, melainkan dengan akta pelangsungan perkawinan itu, yang telah
dibukukan dalam register register catatan sipil (dalam hal ini pencatatan yang
dilakukan oleh pegawai Kantor Catatan Sipil).
Dengan demikian timbul pertanyaan, bagaimana status seseorang yang

hanya menikah secara adat dan/atau agama tetapi tidak mencatatkan
perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil sehingga tidak memperoleh akta

perkawinan dan bagaimana pula pembagian harta wansannya apabila salah

7 Ibid. him. 258
8 Ali Afandi, Op.cit., hlm.35

Universitas indonesia
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seorang dari mercka meninggal dunia? Dalam penulisan tesis ini, penulis
mengambil contoh kasus pembagian harta peninggalan tuan Eka, dimana tuan Eka
menikah dengan nyonya Yuli secara adat pada tahun 1971 dan secara agama pada
tahun 1999. Namun sampai tuan Eka meninggal dunia pada tahun 2006,
perkawinannya dengan nyonya Yuli tersebut tidak dicatatkan pada kantor Catatan
Sipil sehingpga tidak ada bukti berkenaan dengan hubungan hukum antara tuan Eka
dengan nyonya Yuli dan mengakibatkan anak anak mereka yaitu nona Ling dan
tuan Ha hanya mempunyai status sebagai anak luar kawin dari nyonya Yuli. Hal
ini menimbulkan persoalan dalam pewarisan karena menurut Hukum Perdata
Barat yang berlaku, suami atau isteri yang hidup terlama beserta anak dan
keturunannya adalah ahli waris golongan pertama. Namun dengan tidak dapat
dibuktikannya adanya suatu perkawinan sah maka isteri dan anak-anaknya tidak
sebagai ahli waris.

Sebagai isteri dan anak yang sah dimata adat dan agama, bagaimana solusi
hukum agar nyonya Yuli dan anak anaknya dapat mewarisi harla peninggalan tuan
Eka tersebut ? Melalui tesis ini, penulis akan menganalisa langkah hukum yang
diambil oleh nyonya Yuli agar ia dan anak-amaknya dapat mewarisi harta
peninggalan suaminya. Penulis juga akan membahas solusi hukum terhadap
mereka yang menikah tidak menurut hukum nasional yang berlaku namun diakui
oleh masyarakat sekitar agar memperoleh hak yang seharusnya mereka dapatkan
sebagal suami/isteri dan anak-anak dan pewaris.

1.2 Perumusanr Permasalahan
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis mengangkat
permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana kedudukan isteri dan anak-anak dalam perkawinan yang tidak
dicatatkan pada kantor Catatan Sipil ?
2. Bagaimana pembagian warisan menurut hukum Perdata Barat terhadap

pewaris yang menikah fanpa dicatatkan pada kantor Catatan Sipil ?
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3. Bagaimana solusi hukum agar isteri dan anak anak dari perkawinan yang
dilakukan secara adat dan/atau agama dapat memperoleh harta warisan
pewaris?

1.3 Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan
konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. *

Jenis tipologi penelitian yang digunakan dalam penilitian ini adalah
sebagai berikut :

1. Penelitian eksplanatoris, yaitu menggambarkan atau menjelaskan lebih
dalam mengenai pentingnya proses pencatatan perkawinan dalam hukum
keluarga dan perlindungan hukum yang didapat dengan dicatatkannya
perkawinan tersebut pada kantor Catatan Sipil.

2. Penelitian evaluatif, yaitu dengan meneliti secara seksama pandangan serta
pengetahuan masyarakat terhadap pencatatan perkawinan serta akibat yang
timbul dengan tidak dicatatkannya perkawinan tersebut bagi masyarakat.

3. Penelitian preskriptif dimana melalui penelitian ini dibarapkan penulis
dapat menemukan sclusi terhadap masalah yang dialami isteri dan anak
anak dari perkawinan yang -dilakukan secara adat dan agama tanpa
dicatatkan pada Kanior Catatan Sipil untuk memperoleh harta peninggalan
suami dan ayah mereka Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk
menyelesaikan permasalahan pembagian waris dari pewaris yang
perkawinannya tidak dicatatkan pada dinas pencatatan (baik perkawinan
yang dilakukan secara adal ataupun secara keagamaan).

Dalam penelitian pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data
yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamalan atau observasi, dan
wawancara atau interview dimana ketiganya dapat dipergunakan masing-masing
atau bersama-sama.'® Dalam penyusunan tesis ini, penulis melakukan penelitian
dengan metode penelitian hukum normatif dengan maksud untuk memperoleh
keterangan ataupun data yang akan dibahas di dalam penulisan ini.

? Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 2006), hlm. 42.
' Ibid., him. 21.
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Adapun melode yang digunakan unluk mengumpulkan dala adalah melalui
penelitian kepustakaan (/ibrary research). Dalam penelitian ini, penulis mencari
informasi tenlang teori-leori yang sudah ada, dengan mempelajari literatur atau
buku yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi.
Cara pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui teori yang berhubungan dengan
thesis, sehingga lebih mudah untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas
tentang pengertian dan (ujuan dari akta perkawinan serta tala cara
mendapatkannya.

Pada penelitian normatif, bahan puslaka merupakan data dasar yang dalam
penelitian digolongkan sebagai data sekunder, Bahan hukum yang digunakan
adalah :

1. Bahan hukum primer, vaitu dengan menggunakan peraturan perundang-
undangan yang berkailan dengan perkawinan pada umumnya serta
perjanjian perkawinan pada khususnya

2. Bahan hukum sekunder, yailu bahan hukum yang memberi penjelasan
mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil
penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya.

3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan pefunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti
kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain sebagainya. '

Dala daia yang diperoleh melalui penelitian ini akan diolah secara
kwalitatif. Metode kwalilatil adalah suatu tata cara penelilian yang menghasilkan
data deskriptif-analisis'®, yaitu apa yang diperoleh melalui penelitian dan juga
perilakunya yang nyata dalam masyarakal, yang diteliti dan dipelajari sebagai
sesuatu yang uth dengan tujuan tidak hanya mengungkapakan kebenaran belaka
tetapi juga memahami kebenaran tersebut dengan memberikan gambaran umum
mengenai akibat dengan tidak dicatalkannya perkawinan pada kantor Calatan Sipil
terhadap penentuan ahli waris serla solusi hukum yang dapat diambil untuk

mengatasi permasalahan tersebut.

W Ibidt, him 52
2 1bid., hlm, 250
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BAB 11
PEMBAHASAN

IL 1. Pendahuluan
IL. 1. 1. Kasus Posisi

Dalam lesis im akan dibahas kasus tentang pembagian harta peninggalan
menurut Hukum Perdata Barat dimana pewaris menikah tanpa mencatatkan
perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam peraturan
penundang undangan. Kasus yang diangkat adalah pembagian harta peninggalan
tuan Eka dimana pada iahun 1971 ia menikah dengan nyonya Yuli secara adal,
yaitu adat Khonghucu yang oleh keduanya perkawinan tersebut tidak dicatatkan
pada dinas pencatatan, Dari perkawinan tersebul, pada tahun 1972 dan {ahun 1976
secara berfurut lurul lahir anak anak mereka yaitu nona Ling dan tuan Ha
Kemudian pada tahun 1999, tuan Eka dan nyonya Yuli melangsungkan upacara
pernikahan secara agama Buddha sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberkatan
Perkawinan Agama Buddha (lihal lampiran 4}, namun juga tidak diikuti dengan
pencatatan pada Kantor Calatan Sipil Bahkan hingga pada saat tuan Eka
meninggal dunia pada tahun 2006 (lihat lampiran 3), perkawinannya dengan
nyonya Yuli lidak pernah dicatatkan pada Kantor Catalan Sipil. Karena lidak
dapat menunjukkan akia perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil
maka dalam akta kelahiran nona Ling dan tuan Ha, statusnya keduanya hanyalah
anak luar kawin dari nyonya Yuli. Dalam hal pembuatan akia keterangan hak
waris di notaris guna menentukan ahli wars dan pembagian harta peninggalan
tuan Eka, nyonya Yuli mengalami kesulitan dalam hal menyerahkan bukti bukti
yang menunjukan dirinya dan anak anaknya yaitu nona Ling dan tuan Ha sebagai
ahli waris {uan Eka Oleh karenanya menurut KUHPerdaia, harta peninggalan
tuan Eka jatuh pada orang iua dan saudara tuan Eka

Masalah yang dialami nyonya Yuli dan anak anaknya juga sering dialami
oleh masyarakat lainnya terutama mereka yang tinggal di daerah pedesaan dan
kurang mengerti hukum. Bahkan banyak dianlara mereka yang hanya menikah

secara hukum adal yang mereka anul, dimana dalam adat masyarakat Tionghoa

Universitas Indonesia

Pembagian harta..., Yufita Sudjinto, FH Ul, 2010.



hanya disaksikan oleh keluarga dan orang orang terdekat saja tanpa dicatatkan
pada Kantor Catatan Sipil dimana hal ini lazim dilakukan oleh masyarakat pada
jaman dahulu.

Dalam penulisan tesis ini, penulis bermaksud untuk menganalisa solusi
hukum yang ditempuh nyonya Yuli agar dapat menunjukkan bukti bukti bahwa
dirinya dan anak anaknya merupakan ahli waris tuan Eka. Untuk itu penulis akan
membahas tentang perkawinan, anak serta pewarisan dan penlingnya akta-akta
yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil sebagai bukti otentik.

Salah satu hal yang menarik dari kasus nyonya Yuli ini adalah pada saat ia
melangsungkan perkawinan secara adat pada tahun 1971, hukum perkawinan
yang berlaku adalah hukum yang diatur dalam KUHPerdata. Sedangkan pada saat
ia melakukan perkawinan secara agama Buddha pada tahun 1999, hukum
perkawinan yang berlaku adalah yang diatur dalam Undang Undang Perkawinan,
Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang hukum perkawinan yang mana yang
bei’laku_ bagi perkawinan tuan Eka dengan nyonya Yuli Ada dua perbedaan
mendasar tentang hal-hal yang berhubungan perkawinan dari dua peraturan
tersebut yang harus diperhatikan berkenaan dengan kasus ini. Yang perfama
adalah tentang harta perkawinan. KUHPerdata mengatur bahwa pada saat
perkawinan terjadi persatuan harta sepenuhnya dalam arti segala akliva dan pasiva
dari masing-masing pihak yang didapat sebelum ataupun sesudah perkawinan
menjadi milik bersama sepanjang tidak adanya perjanjian kawin antara keduanya
Sedangkan menurut Undang Undang Perkawinan, harta yang didapat oleh masing
masing pihak sebelum perkawinan berikut harta yang diperoleh setelah
perkawinan melalui hadiah dan warisan adalah harta pribadi dari masing masing
pihak dan harta yang didapat setelah perkawinanlah yang masuk dalam haria
bersama

Perbedaan yang berikutnya adalah tentang hubungan perdata anak luar
kawin dengan ibunya. Oleh KUHPerdata anak luar kawin tidak mempunyai
hubungan perdata dengan ayah atau ibunya sebelum ia diakui sebagai anak oleh
ayah dan atau ibunya tersebul, dalam hal ini ia dikenal sebagai anak alam.
Sedangkan menurut Undang Undang Perkawinan, seorang anak [uwar kawin
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mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya Disini Undang
Undang Perkawinan mengacu pada asas moeder maakt geen bastaard (ibu tidak

mungkin melahirkan anak haram.**

II. 1. 2. Hukum Perdata Di Indonesia

Terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian hukum perdata antara
lain oleh Prof Subekii, SH yang mengatakan “hukum perdata dalam arti luas
meliputi seluruh hukum privat materiil yaitu segala hukum pokok yang mengatur
kepentingan kepentingan perseorangan” sedangkan Prof Dr. Wijono Prodjodikoro,
SH memberikan definisi “hukum perdata adalah sebagai suatu rangkaian hukum
antara orang orang atau badan hukum satu sama lain mengatur tentang hak dan
kewajiban dalam pergaulan kemasyarakatan mereka atau dengan kata lain hukum
perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan perseorangan (pribadi)”"*

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa “Hukum Perdata
adalah segenap peraturan hukum yang mengatur hubungan bukum antara orang
yang satu dengan orang yang lainnya dengan titik berat pengaturamnya kepada
kepentingan perseorangan atau pribadi ”, '*

Berdasarkan pengertian diatas, jelas bahwa permasalah hukum yang
dialami oleh nyonya Yuli dan anak anaknya masuk dalam ruang lingkup hukum
perdata. Hukum perdata dapat dibedakan dalam arti tertulis (yaitu KUHPerdata)
dan tidak teriulis (yaitu hukum adat). Hukum perdata yang berlaku di Indonesia
pada saat ini tetap merupakan hukum perdata yang berlaku di zaman Hindia
Belanda, sepanjang ketentuannya keteniuannya belum dicabut, dirubah atau
diganti dengan yang baru menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.
Hal ini sesuai dengan ketentuan ketentuan yand ada pada Pasal 142 UUDS 1950,
Pasal 192 Ketentuan Peralihan Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, Pasal

12 Albertus Sutjipto Budibardjoputra, "Ancke Masalah Berkenaan Dengan Pembuatan
Keterangan Hak Waris Oleh Notaris.” Media Notariat (Februari, 2008), hlm.103

14 8rj Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, Hukum
Perdata (Suatu Pengantar), (Jekarla : CV. Gitama Jaya, 2005), hlm.1

1* Rachmadi Usmen, Aspek Aspek Hulum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia,
(Tekarta: Sinar Grafika, 2006), him. 2
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II Aturan peralihan UUD 145 dan juga Pasal 3 Undang Undang Balatentara
Jepang tahun 1942 nomor 1, yang disimpulkan oleh Kansil sebagai berikut :

“Segala peraturan perundangan yang diadakan di zaman Hindia Belanda, di
zaman Balatentara Jepang dan zaman Republik Indonesia hingga sekarang
berlaku seluruhnya di Indonesia sekarang ini, sejauh peraturan peraturan
tersebut tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 yang
sekarang berlaku dan tetap akan berlaku di Indonesia seterusnya selama belum
dicabut, ditambah atau diubah oleh ketentuan ketentuan berdasarkan Undang
Undang Dasar 1945 yang sekarang berlaku di Negara Kesatuan Republik
Indonesia”"

Dari penjelasan diatas, dikatakan hukum perdata yang berlaku di Indonesia
saat ini, tetaplah hukum perdata yang berlaku pada zaman Hindia Belanda, yang
ditentukan oleh Pasal 131 Indische Staatsregeling (selanjutnya disingkat IS) dan
Pasal 163 IS yang merupakan pedoman politik bagi pemerintah Hindia Belanda
terhadap hukum di Indonesia

Pasal 163 IS tersebut, membagi penduduk Hindia Belanda berdasarkan
asalnya atas tiga golongan yaitu:

1. Golongan Eropa, ialah: (a) semua orang Belanda, (b) semua orang Eropa
lainnya, (¢) semua orang Jepang, (d) semua orang yang berasal dari tempat
lain yang di negaranya tunduk kepada hukum keluarga yang pada pokoknya
berdasarkan asas yang sama seperti hukum belanda, dan (¢) anak sah atau
diakui menurut undang-undang dan keturunannya dari orang orang yang
berasal dari Eropa bukan Belanda dan semua orang yang berasal dari tempat
lain, tetapi bukan Belanda atau Eropa yang lahir di Hindia Belanda

2. Golongan Bumipulra, ialah semua orang yang termasuk rakyat Indonesia Asli,
yang tidak beralih masuk golongan lain dan mereka yang semula termasuk
golongan lain yang telah meleburkan diri menjadi golongan Bumiputra dan
meningpalkan hukumnya atau karena perkawinan.

3 Golongan Timur Asing, jalah semua orang yang bukan golongan Eropa dan

golongan Bumiputra. Golongan Timur Asing ini kemudian dibedakan menjadi

18 C.S.T. Kansil, Praktek Hufam Peraturan Perundangan di Indonesia (Jakarla : Penerbit
Erlangga, 1983), hlm.22.
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Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing bukan Tionghoa seperti Arab, India

dan lainnya. 1518

Bagi masing masing golongan tersebut berlaku hukum yang berbeda beda,
menurut ketentuan pada Pasal 131 IS. Oleh karenanya hukum perdata yang
berlaku di Indonesia masih prularisme. Lebih jelasnya penggolongan penduduk
dan sistem hukum yang diberlakukan bagi masing masing golongan adalah
sebagai berikut.

L Golongan Eropa

Bagi golongan Eropa diberlakukan hukum yang berlaku di negeri Belanda
secara konkordansi. Sehingga Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke
Wetboek), Kitab Undang Undang Hukum Dagang (Werboekwan Koophandel),
hukum pidana, Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana yang berlaku di
negeri Belanda berdasarkan asas konkordansi diberlakukan bagi golongan Eropa
di nepara negara jajahannya termasuk di Indonesia

2. a. Golongan Timur Asing Tionghoa

Pada awalnya Bagi golongan Timur Asing Tionghoa, Kifab Undang
Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang Undang Hukum Dagang
diberlakukan bapgi mereka melalui Staafsblad 1855 nomor 79 dengan
pengecualian hukum kekelvargaan dan hukum waris tanpa ada adanya
pembedaan antara golongan Timur Asing Tionghoa dan golongan Timur asing
lainnya. Dalam perkembangannya pemberlakuan bagi golongan Timur Asing
Tionghoa dan Timur Asing lainnya mulai dibedakan, bagi golongan Timur
Asing Tionghoa, hukum Eropa yang berlaku bagi mereka diperluas. Pada
tahun 1917, dengan dikeluarkannya peraturan Siaaisblad 1917 Nomor 129,
KUHPerdala diberlakukan untuk seluruh wilayah Hindia Belanda (Indonesia)
kecuali pasal pasal mengenai Buegerlijke stand, upacara upacata sebelum
berlangansungnya perkawinan dan bagi mereka berlaku Buegerfijke stand

"7 Riduan Syshrani, Seluk Beluk dan Asas ases Hulum Perdata, (Bandung : PT. Alumni,
2006), hlm. 15
¥ Rachmadi Usman, Op Cit, hlm.5
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tersendiri serla peraturan tersendiri mengenai adopsi. Pada tanggal 1 Maret
1925 melalui Staarsblad tahun 1924 nomor 556, pada pokoknya hukum privat
Eropa berlaku seluruhnya kecuali hukum kekeluargaan dan warisan dimana
mereka tunduk pada hukum mereka sendiri kecuali pembuatan wasiat yang
masih tunduk pada KUHPerdata *°
b. Gelongan Timur Asing Lainnya

Bagi golongan Timur Asing yang lain (Arab, India dan lain lain)
diberlakukan sebagian dari KUHPerdata dan Kitab Undang Undang Hukum
Dagang, yaitu pada pokoknya bagian-bagian yang mengenai bidang hukum
harta kekayaan,

3. Golongan Indonesia Asli

Bagi golongan Indonesia asli, berlaku hukum adat, yang sifatnya berancka
ragam yaitu berbeda-beda dari daerah yang satu dengan daerah yang lainnya
Selain dari pada_itu juga terdapat peraturan perundang undangan khusus yang
dibuat oleh Pemerintahan Hindia Belanda untuk golongan Bumiputra seperti
Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen Jawa, Minahasa dan Ambon.*®

Pada tahun 1966, Pemerintah Republik Indonesia melalui Instruksi
Presidium Kabinet AMPERA Nomor 31/U/IN/12/1966 (lihat lampiran 10)
menghapuskan penggolongan penduduk menurut Pasal 163 IS dengan dasar
pertimbangan bahwa demi tercapainya kesatuan bangsa Indonesia yang bulat dan
homogen, serfa adanya perasaan persamaan nasib di antara sesama bangsa
Indonesia dan hanya mengakui pembagian penduduk negara atas Warga Negara
dan bukan Warga Negara®'. Tetapi prularisme hukum perdata yang berdasarkan
Pasal 131 IS tidak turut terhapus, sehingga hukum perdata tetap saja masih

bercorak ragamnya

9 Titik Triwulan Tutik, Op cif, him. 19

2 Dinjn S Meliala, Perferibangan Hukum Perdata Tentang Perarangan Dan Hulam
Keluarga, (Bandung : Nuansa Aulia, 2006), hlm. 13

. Asmin, Status Perkawinan Antar Agama. (Jakaria : PT. Dian Rakyat, 1986), him.5
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Secara umum pemberlakuan Hukum Perdata di Indonesia adalah sebagai berikut:

1.

Bidang hukum kekeluargaan (perorangan)

bagi orang orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum
(keluarga) Islam yang telah diresiplir dalam hukum adat

bagi orang orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum (keluarga) Adat
bagi orang orang Timur Asing Tionghoa dan warga negara Indonesia
keturunan Tionghoa berlaku ketentuan Kitab Undang Undang Hukum
Perdata dengan beberapa pengecualian, sedikit perubahan dan
penambahan ketentuan adopsi

bagi orang orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia
keturunan Timur Asing lainnya berlaku hukum (keluarga) adat dan agama
mereka masing masing

bagi orang orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan
vang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang Undang Hukum
Perdata

Bidang hukum perkawinan

bagi orang orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum
(perkawinan) Islam yang telah diresiplir dalam hukum adat;

bagi orang orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum perkawinan adat
bagt orang orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks-
ordonnantic Christen Indonesers {(Ordonansi Perkawinan Krsten
Indonesia) Staatsblad tahun 1933 nomor 74

bagi orang orang Timur Asing Tionghoa dan warga negara Indonesia
keturunan Tionghoa berlaku ketentuan Kitab Undang Undang Hukum
Perdata dengan sedikit perubahan

bagi orang orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia
keturunan Timur Asing lainnya berlaku hukum (perkawinan) adat dan

agama mereka masing masing
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- bagi orang orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan
yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang Undang Hukum
Perdata

3. Bidang hukum kewarisan

- bagi orang orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum
(kewarisan) Islam yang telah diresiplir dalam hukum adat

- bagi orang orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum (kewarisan) Adat

- bagi orang orang Timur Asing Tionghoa dan warga negara Indonesia
keturunan Tionghoa berlaku ketentuan Kitab Undang Undang Hukum
Perdata

- bagi orang orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia
keturunan Timur Asing lainnya berlaku hukum (kewarisan) adat dan
agama mereka masing masing

- bagi orang orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan
yang disamakan dengan ﬁcreka berlaku Kitab Undang Undang Hukum
Perdata™

II. 1. 3. Lembaga Pencatatan Sipil

Di Indonesia, lembaga pencatatan felah ada pada masa sebelum
kemerdekaan yaitu sejak tahun 1848 akan tetapi baru diundangkan pada {ahun
1849. Lembaga ini pertama tama diperunfukan bagi golongan Eropa yang ada di
Indonesia melalui Staatsblad 1849 nomor 25. Bagi golongan Timur Asing
Tionghoa diterbitkan Reglement Catatan Sipil yang dimuat dalam Staatsblad 1917
nomor 130 juncio Staatsblad 1919 nomor 81 tentang Peraturan Catatan Sipil
untuk golongan Tionghoa yang berlaku untuk Jawa dan Madura serta beberapa
daerah lain pada tanggal 1 Mei 1919.2 Pada saat itu pelaksanaan catatan sipil
hanya untuk beberapa golongan penduduk saja terutama golongan Tionghoa Hal

2 Rachmadi Usman, Op Cif, him.10
B Titik Triwulan Tutik, Op Cit, hlm.63
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ini sesuai dengan penggolongan penduduk yang berlaku pada saat itu dimana
setiap golongan penduduk berlaku hukum yang berbeda

Melalui Staatsblad 1933 nomor 75 sebagaimana diubah dengan Staatsblad
1933 nomor 327 juncto nomor 338, Staatsblad 1934 nomor 621 dan nomor 622,
Staatsblad 1936 nomor 1247 dan nomor 607, Staatsblad 1938 nomor 246 dan
nomor 370 juncto nomor 264 dan Staatsblad 1939 nomor 288 dibentuk
Reglement Pencatatan Sipil bagi bangsa Indonesia yang memeluk agama Kristen
di daerah Jawa, Madura, Minahasa, Ambon, Saparua dan Banda Sedangkan
melalui Staatsblad 1946 nomor 137 yang mulai berlaku tanggal 18 Desember
1946 dikeluarkan peraturan pencatatan dalam daftar daftar catatan sipil mengenai
kelahiran dan kematian, %

Ketertutupan pelayanan Kantor Catatan Sipil tersebut masih berlangsung
setelah Indonesia merdeka, sebab sesuai dengan Peraturan Pencatatan Sipil yang
berlaku tidak semua penduduk (warga negara) Indonesia dapat dilayani oleh
Kantor Catatan Sipil. Baru pada tahun 1966 berdasarkan kepada Instruksi
Persidium Kabinet AMPERA nomor 31/U/IN/12/1966 tanggal 27 Desember 1966
yang ditujukan kepada Menteri Kehakiman dan Kantor Catatan Sipil seluruh
Indonesia, bahwa diinstruksikan selagi menunggu dikelvarkannya Undang
Undang Catatan Sipil yang bersifat nasional, tidak menggunakan penggolongan
penduduk Indonesia berdasarkan Pasal 131 dan Pasal 163 IS kepada Kantor
Catatan Sipil di seluruh Indonesia dan untuk selanjutnya Kantor Catatan Sipil di
Indonesia terbuka bagi selunuh penduduk Indonesia dan penggolongan penduduk
hanyalah antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. >

Dengan terbukanya Kantor Catatan Sipil bagi seluruh penduduk Indonesia,
terhadap daerah daerah yang belum berlaku pencatatan sipil bagi seluruh lapisan
masyarakat dinyatakan berlaku ketentuan ketentuan pencatatan sipil yang terdapat
dalam Peraluran Pencatatan Sipil yang dipublikasikan dalam Staatsblad 1920
nomor 751 juncto Staaisblad 1936 nomor 607 dengan ketentuan perbedaan-
perbedaan yang ada tidak dipakai lagi. Oleh karena itu perkataan “Untuk

2 Rachmedi Usman, Op Cit, him.191
5 fbid., him.193
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Golongan Eropa” atau “Untuk Golongan Tionghoa™ dan sebagainya kini dihapus
dan diganti dengan perkataan “Warga Negara Indonesia” dan “Warga Negara ...”
untuk orang asing pada kutipan aktanya %

Lembaga Catatan Sipil dibentuk dengan tujuan untuk mencatat selengkap
lengkapnya dan sejelas jelasnya sehingga memberikan kepastian yang sebenar
benarnya mengenai semua kejadian antara lain kelahiran, pengakuan (terhadap
kelahiran), perkawinan, perceraian, kematian dan ijin kawin. %

Akta catatan sipil mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting
dalam proses pembangunan nasional karena dapat memberikan manfaat bagi
individu maupun pemerintah. Bagi individu, akta catatan sipil memiliki manfaat
antara lain menentukan status hukum seseorang, merupakan alat bukfi yang kuat
dimuka pengadilan dan hakim serta memberikan kepastian tentang peristiwa itu
sendiri. Sedangkan bagi pemerintah, akta catatan sipil memiliki manfaat antara
lain meningkatkan tertib administrasi kependudukan, merupakan penunjang data
bagi perencanaan pembangunzin serta pengawasan dan pengendalian terhadap
orang asing yang datang ke Indonesia. Selain itu dalam lapang pandang hukum
internasional, akia catatan sipil juga diakui sah dalam pergaulan intemnasional.

Dalam hal pembuktian akta catatan sipil mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata yang
menyatakan bahwa kekuatan pembuktian atas tulisan adalah dengan akta ash.
Oleh karena itu, hakim dapat memerintahkan agar akta aslinya ditunjukkan dalam
sidang. Atas dasar ketentuan tersebut maka kutipan bukan lagi merupakan bukti
akan tetapi khusus mengenai kutipan dari daftar Catatan Sipil tetap merupakan
bukti yang sempurna sejauh tidak ada tuduhan bahwa kutipan tersebut palsu. ?

Kewenangan dan tanggung jawab di bidang pencatatan sipil bagi Kantor
Catatan Sipil berkembang setelah dikeluarkannya Undang Undang Perkawinan
serla Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang
Undang Perkawinan. Dimana Kantor Catatan Sipi! diberikan kewenangan dan

% Ibidf, hlm.194 -
7 Titik Triwulan Tulik,Op Cit, him.64
2 Ibid., hlm.72
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tanggung jawab mencatat perkawinan dan perceraian bagi mereka yang bukan
beragama Islam.

Dengan berlakunya Undang Undang nomor 23 tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Undang Undang Administrasi
Kependudukan) yang berlaku sejak tanggal 29 Desember 2006 ditegaskan
kembali dalam Pasal 34 bahwa semua perkawinan sah berdasarkan ketentuan
perundang undangan yang dilakukan oleh penduduk yang beragama non Islam
wajib dilaporkan pada kantor Catatan Sipil dalam wakiu 60 (enampuluh) hari
sejak dilakukan perkawinan. Sedangkan bagi mercka yang beragama Islam,
pencatatan dilakukan oleh pegawai Kantor Urusan Agama

IL. 2. Perkawinan
IL. 2. 1. Definisi Perkawinan

Perkawinan merupakan salah salu perstiwa yang sangat penting dalam
kehidupan bermasyarakat karena tidak hanya berakibat kepada mereka yang
bersangkutan (suaini dan isten) tetapi juga terhadap orang-orang yang ada
disekeliling mereka.

Namun karena sistim hukum perdata negara Indonesia yang beraneka
ragam dan belum adanya suatu unifikasi hukum, maka pengertian perkawinan
termasuk didalamnya (entang tata cara serta pengaruhnya dalam kehidupan
manusia amat beraneka ragam. Oleh karena itu definisi perkawinan diberikan oleh
para sarjana melalui dokirin. Menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang
sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang Jama ®

Sedangkan menurut pendapat para safjana lainnya, perkawinan adalah
suatu persekutuan atau perserikatan antara seorang pria dengan seorang wanita
yang diakui sah oleh peraturan-peraiuran negara yang berlujuan untuk
menyelenggarakan kesatuan hidup yang abadi. *

KUHPerdata tidak memberikan definisi atau pengerfian perkawinan,
hanya dalam Pasal 26 diberikan batasan dimana perkawinan hanya dipandang dari

¥ Subekti (1), Op Cit, hlm. 23.
¥ Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, Op Cit,
hlm_43.
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hubungan keperdataanya’ yang mana dalam hal ini perkawinan dipandang
sebagai suatu persetujuan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan di
dalam bidang hukum keluarga. Dengan demikian KUHPerdata tidak
memperhatikan mengenai motif perkawinan, agama, sosial ataupun keadaan
suami istri itu sendin, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 81 KUHPerdata Oleh
karena itu, menurut KUHPerdata melangsungkan perkawinan cukup dilakukan
dihadapan pegawai Kantor Catatan Sipil saja.

Definisi perkawinan secara baku baru ada sejak berlakunya Undang
Undang Perkawinan dalam Pasal 1 dimana perkawinan ialah ikatan lahir batin
antara seorang pria dan seorang wanita sebagal suami isteri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan;

"Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya
ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan
vang eraf sckali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja
mempunyal unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai
peranan yang penting..."

Rumpsan perkawinan menurut Undang Undang Perkawinan diatas
tersebut pada dasarnya mengandung inti dan tujuan yang sama dengan rumusan-
rumusan perkawinan dari para ahli/para sarjana.

Dari rumusan perkawinan tersebut jelaslah bahwa perkawinan itu tidak
hanya merupakan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, akan tetapi ikatan kedua-
duanya. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara
seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suanu isterL
Ikatan lahir ini merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang
mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Ikatan lahir ini
terjadi dengan adanya upacara perkawinan.

Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang lerjalin

karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang

3 Djaja S. Meliala, Op Cit, him. 47.
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wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Dalam tahap permulaan, ikatan
batin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai
untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya, dalam hidup bersama ikatan batin
ini tercermin dari adanya kerukunan suami isteri yang bersangkutan. Tegalinnya
ikatan lahir dan ikatan batin merupakan dasar utama dalam membentuk dan
membina keluarga yang bahagia dan kekal.

Dalam rumusan perkawinan menurut Undang Undang Perkawinan tersebut
tercantum juga “tujuan perkawinan” yaitu untuk membentuk keluarga (rumah
tangga)} yang bahagia dan kekel. Ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan
bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan
tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya, dan tidak boleh diputus begitu
saja, Oleh karena it, tidak diperkenankan perkawinan yang hanya dilangsungkan
unfuk sementara waktu saja seperti kawin kontrak. Pemutusan perkawinan dengan

perceraian hanya diperbolebkan dalam keadaan yang sangat terpaksa

I 2. 2. Hukum Perkawinan
IL 2. 2. 1. Sejarah dan Sumber Hulkum Perkawinan

Dalam membahas hukum perkawinan, maka harus juga membahas hukum
perdata karena hukum perkawinan merupakan bagian dari hukum perdata. Subekti
menerangkan bahwa Hukum Perdata menurut ilmu sekarang ini lazimnya dibagi
empat bagian yaitu :

- Hukum tentang diri seseorang, yang memual peraturan peraturan tentang
manusia sebagai subjek hukum, peraturan peraturan perihal kecakapan untuk
bertindak sendidi melaksanakan hak haknya itu dan tentang hal hal yang
mempengaruhi kecakapan kecakapan itu.

- Hukum kekeluargaan, mengatur perihal hubungan hubungan yang timbul dari
hubungan kekeluargaannya, yaitu perkawinan, hubungan antara orang tua dan
anak, perwalian dan curatele.

- Hukum kekayaan, mengatur perihal hubungan hubungan hukum yang dapat

dinilai dengan uang,
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-  Hukum warisan, mengatur hal hal tentang benda atau kekayaan seseorang
jikalau ia meninggal®

Dari batasan-batasan diatas dapat dilihat bahwa hukum perkawinan termasuk

hukum kekeluargaan dan merupakan bagian dari hukum perdata, yaitu buku II

KUHPerdata

Di Indonesia menurut Ali Afandi, hukum perkawinan fersebut dibagi
dalam dua bagian yaitu : (1) Hukum Perkawinan yang berisi tentang keseluruhan
peraturan yang berhubungan dengan suatu perkawinan seperti syarat perkawinan
serta tata cara melangsungkan perkawinan dan (2) Hukum Kekayaan dalam
Perkawinan yang berisi keseluruban peraturan yang berhubungan dengan harta
kekayaan suami dan isteri di dalam perkawinan *

Untuk sebagian hukum keluarga dan hukum waris yang belum mendapat
pengaturan dalam undang undang khusus (dalam hal ini Undang Undang
Perkawinan) maka KUHPerdata masih diberlakukan yaitu bagi golongan Eropa
dan Timur Asing Tionghoa. Walaupun penggélongs_an penduduk telah dihapuskan
oleh Instruksi presidium Kabinet nomor 31/U/IN/12/1966, nammin di dalam
prakteknya "penggolongan penduduk" untuk bidang hukum tertentu tidak dapat
dihindari, Instruksi Presidium Kabinet tersebut juga menyatakan, bahwa
penghapusan golongan-golongan penduduk tersebut tidak mengurangi berlakunya
ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan, warisan dan ketentuan-ketentuan
hukum perdata lainnya Dengan kata lain, dari Pasal 66 Undang Undang
Perkawinan juncfo Instruksi tersebut dapat disimpulkan, bahwa mengenai
sebagian ketentuan hukum perdata di bidang perkawinan (kecuali yang telah
diatur dalam Undang Undang Perkawinan), dan warisan masih diberlakukan
KUHPerdata bagi sebagian penduduk Indonesia yang tunduk pada Hukum Perdata
Barat.

Hukum Perdata Barat yang berlaku saal ini dt Indonesia bersumber dari
Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebagai terjemahan dari Burgerlijk
Wetboek (BW) yang berasal dari negeri Belanda yang berlaku pada tahun 1838.

3 Subekti (1), Op Cit, hlm. 16
* Ali Afendi, Op Cit, hlm. 93
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Namun ketentuan hukum perdata tersebut bagi golongan Timur Asing Tionghoa
berlaku sejak tanggal 1 Mei 1919 (unfuk daerah Jawa dan Madura), yang
kemudian dengan Staatsblad 1924 nomor 557 yang mulai berlakn pada tanggal 1
Mei 1925, memperluas keberlakvanya meliputi seluruh Hindia Belanda, kecuali
dalam keresidenan Kalimantan Barat dimana baru diberlakukan pada tanggal 1
September 1925 berdasarkan Staatsblad 1925 nomor 92, berhubung orang
Tionghoa Kalimantan Barat menolak asas monogami yang ditetapkan oleh
KUHPerdata bagi dasar perkawinan mereka **

Selain daripada itu, ketentuan terhadap hukum perkawinan masih terpecah
pecah sebelum berlakunya Undang Undang Perkawinan. KUHPerdata bagi
golongan Eropa dan keturunannya seria yang dipersamakan dengan itu, Ordonansi
Perkawinan Indonesia Kristen bagi golongan Bumiputra yang beragama Kristen,
Ordonansi Perkawinan Campuran yang mengatur tentang perkawinan campuran
serta bagi golongan Bumiputra yang beragama Islam berlaku hukum agama yang
direalisi dari hukum adat.**

Dengan berlakunya Undang Undang Perkawinan, maka ketentuan
ketentuan hukum yang beraneka ragam tersebut dengan ini dicabut dan peraturan
peraturan lainnya yang telah diatur dalam Undang Undang Perkawinan dinyatakan
tidak berlaku lagi. Namun meskipun ide dan fujuan dari Undang Undang
Perkawinan adalah mewujudkan suatu unifikasi hukum perkawinan, namun
karena masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai golongan penduduk, agama dan
adat maka prularisme hukum masih tetap ada. Hal ini terlihat dari beberapa Pasal
dalam Undang Undang Perkawinan yang masih mengacu pada hukum yang
berlaku pada masing masing individual.

Keaneka ragaman hukum perdata yang berlaku di Indonesia, bahkan
perbedaan pemberlakuan hukum tersebut pada suatu daerah menjadi salah satu
alasan mengapa masih banyak masyarakat yang lidak mengikuti prosedur dan fala
cara yang benar dalam hal perkawinan.

* Rachmadi Usman, Op Cit, him. 28
¥ Titik Triwulan Tutik, Op Cit, hlm.22
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H. 2. 2. 2. Syarat Dan Sahnya Perkawinan

Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku, kalau perkawinan itu
dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka
perkawinan tersebut tidak sah. Jadi kalau perkawinan tidak berdasarkan hukum
nasional perkawinan yaitu Undang Undang Perkawinan, maka berarti tidak sal
menurut perundang undangan dan apabila tidak berdasarkan hukum agama,
berarti {idak sah menurut agama.

Suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat yang
ditetapkan oleh undang-undang. Syarat tersebut dibedakan antara syarat materil
dan syarat formil. Syarat materil kemudian dibedakan menjadi dua yaitu syarat
materil absolut yang merupakan syarat mengenai pribadi seorang yang harus
diindahkan untuk perkawinan pada umumnya dan syarat materil relatif yaitu
mengenai ketentuan-ketentuan berupa larangan untuk menikah. Sedangkan syarat
formal adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat
dilangsungknnya perkawinan. %

Menurut Undang Undang Perkawinan, syarat materil absolut méljputi g

- Harus adanya persetujuan dari kedua calon suami isteri (Pasal 6 ayat (1))

" - Berasaskan monogami, dengan pengecualian atas izin pengadilan seorang
suami dapat beristeri lebih dari seorang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3
Undang Undang Perkawinan Hal ini berbeda dengan KUHPerdata yang
menerapkan asas monogami secara absolut dimana seorang laki laki hanya
diperbolehkan mempunyai seorang isteri saja demikian juga sebaliknya (Pasal
27 KUHPerdata).

- Batasan usia untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7
ayat (1) yaitu untuk laki laki sekurang kurangnya berusia 19 tahun dan untuk
wanita sekurang kurangnya berusia 16 tahun, Syarat ini berbeda dengan yang
diatur dalam KUHPerdaia Pasal 29 yang menelapkan usia minimum untuk
menikah adalah 18 tahun untuk pria dan 15 tahun untuk wanita.

- Adanya waktfu tunggu untuk seorang wanita yang putus perkawinannya untuk
menikah lagi yang mana waktu tunggu tersebut adalah 130 hari bila

¥ Ali Afandi, Op Cir, hlm.101
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perkawinan putus karena kematian, sekurang kurangnya 90 hari bila
perkawinan putus karena perceraian dan bila ia sedang mengandung maka
waktu tunggu ditetapkan sampai wanita tersebut melahirkan (Pasal 11 Undang
Undang Perkawinan juncto Pasal 39 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun
1975). Syarat ini berbeda pula dengan syarat yang ditetapkan dalam
KUHPerdata yaitu dalam Pasal 34 yang mana waktu tunggu ditetapkan 300
hari.

Diperlukannya izin dari orang tua untuk menikah apabila calon suami dan/atau
isteri belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (2))

Adapun yang termasuk dalam syarat materil relatif menurut Undang Undang
Perkawinan adalah :

Larangan untuk menikeh antara orang-orang yang mempunyai hubungan
darah, semenda dan sesusuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang
Undang Perkawinan

Larangan menikahk fagi uniuk ketiga kalinya terhadap pasangan yang sama,
selama tidak diatur lain oleh agama dan kepercayaannys (Pasal 11 Undang
Undang Perkawinan). Dalam KUHPerdata Pasal 33 ditambahkan adanya masa
tenggang selama satu tahun sejak pembubaran perkawinan yang terakhir
dibukukan dalam catatan sipil sebelum mereka menikah untuk kedua kalinya.

Dalam KUHPerdata, terdapat pula larangan untuk menikah antara mereka yang
karena putusan hakim terbukti melakukan zinah (Pasal 32 KUHPerdata).

Sedangkan yang termasuk dalam syarat formil menurut Undang Undang

Perkawinan dibagi dalam dua bagian yailu syarat yang harus dipenuhi sebelum

perkawinan dan syarat yang harus dipenuhi saat dilangsungkannya perkawinan.

Yang termasuk dalam syarat formil yang harus dilakukan sebelum perkawinan
adalah :

- Pemikahan harus didahului oleh suatu pemberitahuan oleh kedua calon
mempelai kepada pegawai pencatat nikah (yang dalam hal ini meliputi
pegawai Kantor Urusan Agama untuk yang beragama muslim dan pegawai

Catatan Sipil untuk yang beragama non-islam)
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- Pemberitahuan harus dilengkapi dengan surat-surat pembuktian yang
diperlukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-
undang untuk pelaksanaan perkawinan.

- Pelaksanaan perkawinan baru dapat dilaksanakan setelah melampaui
waktu tenggang selama 10 hani terhitung dari tanggal pemberitahuan.

Sedangkan yang termasuk dalam syarat formil yang harus dilakukan pada saat
dilangsungkannya perkawinan adalah :

- Perkawinan dilangsungkan oleh atau dilakukan dihadapan pegawai
pencatat nikah yang berwenang.

- Perkawinan harus dihadiri oleh dua orang saksi.*’

Selain memenuhi syarat syarat diatas, sahnya perkawinan menurul perundang
undangan diatur dalam Pasal 2 Undang Undang Perkawinan berbunyi sebagai
berikut : (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum dari
masing masing agama dan kepercayaannya itu; (2) tiap tiap perkawinan dicatat
menurut peraturan perundang undangan yang berlaku _ _

Hal tersebut sejalan dengan rumusan perkawinan yang disebut dalam
Undang Undang Perkawinan dimana dinyatakan dengan tegas bahwa
pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa yang berarti bahwa perkawinan harus didasarkan pada

agama dan kepercayaan masing-masing.
Kemnudian dalam penjelasannya dinyatakan:

“Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan
Undang-undang Dasar 1945.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku
bagi golongan agamanya dan kepercayaannya it sepanjang tidak
bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.”

¥ 3ri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, Op Ci,
him.51
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Prof. Dr. Hazairin dalam bukunya Tinjauan Mengenai Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 yang kemudian dikutip oleh K. Wantjik Saleh, S.H., dalam buku
Hulum Perkawinan Indonesia menjelaskan sebagai berikut " . .. bagi orang
Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya
sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Hindu
Budha seperti yang dijumpai di Indonesia”.*

Oleh karena itu dapat dilihat bahwa, kalau dulu perkawinan cukup
dilangsungkan di muka Pegawai Kantor Catatan Sipil (Pasal 76 KUHPerdata),
sekarang bagi orang-orang yang bergama Kristen perkawinan itu juga harus
dilangsungkan di muka pendeta dari gerejanya. Bahwa dalam suatu perkawinan
menurut agama Islam, pernikahan dilakukan oleh wali pengantin wanita dan
pengantin pria, dihadapan penjabat Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam hal ini
Pegawai Kantor Catatan Sipil dan Pejabat Kantor Urusan Agama adalah kedua-
duanya yang dalam Undang Undang Perkawinan dinamakan ‘Pegawai Pencatatan

Perkawinan’®

Ada dua pokok persoalan yang timbul berkenaan dengan keabsahan status
perkawinan menurut agama atau aliran kepercayaan, yaitu :

1. apakah perkawinan yang dilakukan buken menurut agama yang diakui
negara kita melainkan menurut adat atau kepercayaan masing masing
mempelai, sah menurut hukum atau tidak ; dan

2. apakah perkawinan yang tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah,
dalam hal ini Kantor Catatan Sipil, sah atau tidak *

Persoalan pertama timbul karena terdapatnya perbedaan penafsiran
terhadap “agama dan kepercayaannya” yang terdapat dalam Pasal 29 ayat 2 UUD
1945 dan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Perkawinan Ada beberapa
pendapat yang menafsirkan agama dan kepercayaannya itu sebagai satu kesatuan,

3 Riduan Syahrani, Op Cit, hlm, 72

¥ Subekti (2), Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris, (Jekarla:
Intermasa, 2004) hlm.11

% Albertus Suljipto Budihardjoputra, Op Cit, hlm.96
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artinya ‘kepercayaannya’ harus diberi arti kepercayaan kepada agamanya
sehingga menurut penafsiran tersebut jika seseorang melakukan perkawinan
hanya berdasarkan kepercayaan atau adatnya saja dan tidak berdasarkan agama
yang diakui negara, maka perkawinan itu tidak sah Penafsiran ini dianut oleh
Kantor Catatan Sipil sebagaimana temyata dari penolakan yang dilakukan Kantor
Catatan Sipil Jakarta Timur terhadap permohonan pencatatan perkawinan
pasangan penghayat kepercayaan. Penolakan tersebut dilakukan dengan mengacu
pada Surat Depdagri tanggal 19 Oktober 1995 nomor 474.2/309/PUOD yang
ditujukan kepada Gubemnur Jakarta yang menyebutkan bahwa pencatatan
perkawinan untuk penghayat kepercayaan ditunda dahulu pelaksanaannya. *!
Namun ada penafsiran lain yang mepafsirkan agamanya dan
kepercayaannya sebagai entitas yang berbeda dan terpisah, sehingga bagi mereka
yang menganut penafsiran ini yang melakukan perkawinan menurut kepercayaan
atau agamanya saja adalah sah dan Kantor Catatan Sipil sepatutnya tidak boleh
menolak untuk mencatatkan perkawinan yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Februari 2006 nomor 470/33/ST
yang menyebutkan bahwa kepada pemerintah dacrah diminta untuk memberikan
pelayanan administrasi kependudukan kepada penganut agama Khonghucu.
Terhadap perbedaan pendapat tersebut, Mahkamah Agung RI dengan
keputusannya tanggal 12 Januari 1995 nomor 1559/K/Pdt/1991, mengabulkan
pemeluk aliran kepercayaan yang menikah bukan menurut agama melainkan
menurut adat dan membenikan ijin kepada mereka untuk melangsungkan
perkawinan dihadapan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil serfa memerintahkan
kepada Kantor Catatan Sipil setempat untuk mencatat perkawinan mereka. 2
Dalam permasalahan yang kedua, adanya berbagai pendapat tentang sah
atau tidaknya suatu perkawinan Beberapa praktisi hukum berpendapat bahwa
perbuatlan pencatatan perkawinan tidak menentukan sahnya suaiu perkawinan,
tetapi menyatakan bahwa peristiwa itu memang ada dan terjadi, sehingga tindakan

pencatatan hanya bersifat administrasi semata. Namun ada pula yang berpendapat

Mibid
2 ibid
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dengan mengacu pada Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun
1975, bahwa langkah terakhir dari proses perkawinan adalah dilangsungkan
dihadapan pegawai Kantor Catatan Sipil sehingga oleh mereka disimpulkan
bahwa hal tersebut memberikan keabsahan kepada perkawinan.

Masalah yang timbul dari perbedaan pendapat tersebut adalah status dari
seorang anak Karena dengan tidak dicatatkannya perkawinan orang tuanya oleh
pegawai Kantor Catatan Sipil, dalam akta kelahiran mereka disebutkan sebagai
anak Iuar kawin dan bukan anak sah perkawinan orang tuanya yang sah sesuai
adat ataupun agamanya. Hal inilah yang dialami oleh nona Ling dan tuan Ha,
dimana akibat tidak dapat diperlihatkannya akta perkawinan orang tuanya maka
stalus mereka sebagaimana ternyata dalam akta kelahiran masing masing adalah

anak luar kawin dari ibunya.

IL 2. 2. 3. Hukum Harta Perkawinan

Berkenaan dengan hukum harta kekayaan perkawinan, menurut
KUHPerdata Pasal 119 sejak perkawinan, terjadi suatu pencampuran bulat antara
kekayaan suami dan kekayaan isteri (algehele gemeenschap van goederen)
keadaan mana berlangsung seterusnya dan tidak dapat diubah selama perkawinan.
Percampuran kekayaan vang dimaksud tersebut menurut Subekti adalah mengenai
seluruh aktiva dan pasiva baik yang dibawa oleh masing-masing pibak ke dalam
perkawinan maupun yang akan diperoleh dikemudian hari selama perkawinan, *
Namun dengan adanya Undang Undang Perkawinan, peraturan mengenai harta
kekayaan perkawinan mengalami perubahan Dimana dalam Pasal 35 yang
menyebulkan bahwa yang menjadi harta bersama (pencampuran haria} hanyalah
benda-benda yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta bawaan dan
harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan tetap dimiliki masing
masing (suami dan isteri).

Pada wakiu berlakunya Undang Undang Perkawinan, Mahkamah Agung
mengeluarkan suara edaran yang berupa Petunjuk MA nomor MA/Pemb/0807/75

yang intinya mengatakan bahwa :

© Subekti (1), Op Cit, hlm.32
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- Pasal 66 Undang Undang Perkawinan dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah
nomor 9 tahun 1975 tidak mencabut seluruh ketentuan-ketentuan mengenai
hukum perkawinan dalam KUHPerdata, Ordonasi Perkawinan Indonesia
Kristen, Peraturan Perkawinan Campuran, tetapi hanya mencabut sejauh yang
telah diatur dalam Undang Undang Perkawinan saja

- Adanya ketentuan-ketentutan yang memeriukan pengaturan pelaksanaannya
lebih Ianjut dalam Peraturan Pemerintah, sehingga belum seluruh ketentuan
Undang Undang Perkawinan dapat dijalankan oleh Pengadilan

- Bahwa tentang harta benda dalam perkawinan, kedudukan anak, hak dan
kewajiban antara orang tuz dan anak serta perwalian, belum diatur dalam
Peraturan Pemerintah, sehingga belum dapat dilaksanakan secara efektif dan
dengan sendirinya untuk hal-hal itu masih diberlakukan ketentuan-ketentuan
hukum dan perundang-undangan lama.*

Namun dengan munculnya keputusan Mahkamah Agung nomor 2690
K/Pdi/1985 tertanggal 3 November 1985, yang mengatakan bahwa yuriprudensi
Mahkamah Agung nomor 681 K/Sip/1975 dan Pasal 36 (1) Undang Undang
Perkawinan menentukan bahwa penjualan ‘harta bersama’ tersebut harus ada
persetujuan suami atau isteri. Dalam keputusan itu ditafsirkan bahwa didalamnya
hukum perkawinan menurut Undang Undang Perkawinan sudah berlaku, tanpa
menunggu lagi peraturan pelaksanaannya Dalam dunia notariat dan perbankan,
atas alasan keamanan, menyesuaikan diri dengan keadaan diatas dengan mengikut
sertakan suami atau isteri dalam pelaksanaan peralihan hak atau penjaminan,
sekalipun nama suami atau isteri tersebut tidak tercantum dalam sertifikat yang
bersangkutan Karena tidak disyaratkan harus dituangkan dalam bentuk tertentu,
maka persetujuan tersebut dapat diberikan dalam akta tersendiri atau bahkan
diberikan secara lisan. Namun dalam praktiknya, persetujuan tersebut diberikan
dalam bentuk turut serta menandalangani akta peralthan hak atau

penjaminannya. *’

4 1. Satrio (1), Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel, (Bandung : Citra Aditya Bakti,
1998), hlm.15
“ Ibid
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II. 2. 3. Bukti Perkawinan

Pasal 100 KUHPerdata menentukan bahwa sebuah perkawinan tidak dapat
dibuktikan dengan cara lain kecuali dengan akta perkawinan yang dibuat oleh
pegawai Kantor Catatan Sipil yang menyaksikan dan melangsungkan perkawinan
tersebut. Akta perkawinan itu dianggap sah, kecuali kalau dapat dibuktikan
adanya kepalsuan. Sebagai alat bukti maka akta perkawinan itu mempunyai 3
(tiga) sifat sebagai berikut.

1. sebagai satu satunya alat bukti yang mempunyai arti mutlak

2. sebagai alat bukti penuh, artinya disamping akta perkawinan itu fidak
dapat dimintakan alat alat bukti lain

3. sebagai alat bukti yang bersifat memaksa sehingga bukti lawannya tidak

dapat melemahkan akta perkawinan itu *

Ketentuan dalam Pasal 100 KUHPerdata mengatur mengenai bukti adanya
perkawinan, yang menentukan bahwa pada prinsipnya adanya suatu perkawinan
tidak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan suatu akta perkawinan
yang telah dibukukan dalam register pencatatan. Pengecualiannya diberikan, kalau
register pencatatan sipil dimaksud tidak pemah ada atau telah hilang atau suatu
akta perkawinan yang tidak ada di dalam register dimaksud maka menurut Pasal
101 KUHPerdata, diserahkan pada pertimbangan hakim untuk menilai telah cukup
atau tidaknya bukti bukti adanya suatu perkawinan, asal saja perkawinan itu oleh
suarni isteri tampaklah adanya

Ketentuan tersebut sesuai dengan keadaan masa lalu dimana pembuat
undang undang (KUHPerdata) memandang soal perkawinan hanya dalam
hubungan hubungan perdatanya saja, yang diartikan “hanya mengakuinya, kalau
dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatatan Sipil”. Dalam keadaan sekarang,
dengan dikeluarkannya Undang Undang Perkawinan, perkawinan sah bila
dilaksanakan sesuai dengan hukum agamanya masing masing, *’

Hal yang sama juga atur dalam Undang Undang Administrasi
Kependudukan Pasal 36 yang menjelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak

* Diaja 8 Meliala, Op Cir, hlm. 56
" Rachmadi Usman, Op Cir, lim.222
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dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan (yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan
Sipil), pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
Hal ini berarti apabila seseorang tidak mencatatkan perkawinannya sesuai jangka
waktu yang ditetapkan sehingga tidak memperoleh akta perkawinan, maka mereka
harus mengajukan permohonan kepada pengadilan agar pengadilan mengeluarkan
penetapan yang memerintahkan pegawai Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan
perkawinan mereka.

Karena akta perkawinan merupakan akta otentik, maka mempunyai daya
pembuktian yang sempurmna, denpan segala konsekuensinya Oleh karenanya
keberadaan Akta Perkawinan mempunyai dampak yang signifikan dalam hukum
perkawinan dan hukum harta perkawinan serta hukum keluarga.

Sehubungan dengan dikeluarkannya Undang Undang Perkawinan dan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka register pendaftaran dan
pencatatan perkawinan (serta perceraian) dibedakan bagi mereka yang
melaﬁgsur;gkan perkawinan menurut agama Islam dan yang non Islam Bagi
mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam maka pencatatan

perkawinan dilakukan oleh pegawai pada Kantor Urusan Agama sedangkan bagi

" mereka yang beragama non Islam pencatatan dilakukan oleh pegawai pada Kantor

Catatan Sipil.

II. 3. Anak
IT. 3. 1. Definisi dan Penggolongan Anak

Dalam KUHPerdala dikenal tiga macam anak yaitu anak sah, anak l[uar
kawin yang diakui dan anak luar kawin yang tidak diakui. Kedudukan seorang
anak dalam keluarga amat berpengaruh terhadap pembagian warisan

Anak sah adalah anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan
dimana oleh Undang Undang Perkawinan diperjelas bahwa anak sah adalah anak
yang dilahirkan dalam afau sebagai akibat perkawinan yang sah. Hal ini berarti
bilamana seorang anak lahir setelah terjadi perceraian antara orang tuanya namun
dibenihkan sebelum perkawinan bubar maka ia tetap dianggap sebagai anak sah.

Dalam undang undang seorang anak sah mendapat perlindungan hukum terhadap
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harta benda yang akan diterimanya melalui warisan dari orang tuanya melalui
fegitime portie sebagaimana diatur dalam Pasal 914 KUHPerdata.

Legitieme portie adalah suatu bagian warisan tertentu yang telah menjadi
hak mutlak (berdasarkan undang undang) bagi ahli waris menurut undang undang
dalam garis lurus keatas maupun kebawah (Jegitimaris) vang tidak dapat
dikurangi atau diganggu gugat oleh siapa pun, sekalipun oleh pewaris sendini yang
sebenarnya “bebas™ (sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang
undangan) untuk menentukan bagian para ahli warisnya menurut kehendaknya *

Menurut KUHPerdata Pasal 913, bagian mutlak (Jegifime portie) adalah
suatu bagian dari harta peningéalan atau warisan yang harus diberikan kepada
para waris dalam garis lurus, terhadap bagian mana si pewaris dilarang
menetapkan sesuatu baik yang berupa pemberian (hibah) maupun yang berupa
hibah wasiat. Dengan demikian maka yang dijamin dengan bagian mutlak adalah
para ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan ke atas (dalam hal ini adalah anak
serta orang tua, kakek dan seterusnya)

Anak luar kawin yang diakui adalah anak yang dilahirkan di luar
perkawinan namun diakui secara sab oleh ayah dan/atau ibunya Dengan
diakuinya anak tersebut oleh ayah dan/atau ibunya maka timbul suatu hubungan
hukum dan pada saat itu pula terdapat hubungan perdata sebagaimana diatur
dalam Pasal 280 KUHPerdata. Oleh karena itu menurut KUHPerdata seorang
anak luar kawin diakui oleh ayah atau ibunya melalui suatu tindakan pengakuan
sesuai dengan yang diatur dalam KUHPerdata Sedangkan menurut Pasal 43
Undang Undang Perkawinan, ditetapkan bahwa anak yang dilahirkan di luar
perkawinan secara otomatis (tanpa perlu tindakan apapun juga) mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (dibandingkan dengan
KUHPerdata yang mewajibkan ibu untuk mengakui anak tersebut agar timbul
hubungan perdata dengan anaknya). Oleh undang-undang, anak luar kawin yang
diakui mendapat juga perlindungan melalui legitieme portie namun besamya
legitieme portie tersebut lebih sedikit dari pada bila ia anak sah yakni separuh dari

® A, Ridwan Halim, Hulum Perdata Dalam Tanya Jawab (Fakerla : Ghalia Indonesia,
1984 3, hlim.129
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bagiannya yang diterimanya sebagai ahli waris. Bila ibu yang mengakui anak
tersebut menikah dengan laki laki yang mengakui anak tersebut maka status anak
tersebut menjadi anak luar kawin yang disahkan yang mana mempunyai
kedudukan yang sama dengan anak sah dari kedua orangtuannya tersebut.

Disini terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara KUHPerdata dan
Undang Undang Perkawinan berkenaan dengan hubungan antara anak luar kawin
terhadap ibunya Menurut KUHPerdata, seorang anak Iuar kawin tidak
mempunyai hubungan hukum baik dengan ayahnya maupun dengan ibunya
sehingga antara mereka tidak dapat saling mewaris. Sedangkan menurut Undang
Undang Perkawinan, anak luar kawin tetap dan selalu anak dari ibunya dan
demikian mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya Hal int
berarti antara anak luar kawin dengan ibunya saling mewaris.*

Anak luar kawin yang tidak diakui adalah anak yang lahir diluar
perkawinan dan tidak diakui baik oleh ayah maupun oleh ibunya sehingga
menurut hukum anak tersebut tidak mempunyai ayah dan ibu. Dengan demikian
antara anak dengan ﬁyah dan ibunya tidak terdapat hubungan hukum Namun
dengan adanya Undang Undang Perkawinan yang menentukan bahwa seoarang
anak yang lahir diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya
dan ibu yang melahirkan anak luar kawin tersebut tidak bisa mengingkari
hubungan kekeluargaan dan hukum tersebut.

Status seorang anak amat penting dalam hal pewarisan. Karena selain
adanya perlindungan hukum dari peraturan perundang undangan, KUHPerdata
juga menetapkan bahwa bagian anak sah lebih besar daripada bagian seorang anak
Iuar kawin. Dalam Pasal 863 KUHPerdata seorang anak yang luar kawin hanya
memperoleh 1/3 bagian dari apa yang diterimanya apabila ia anak sah. Mengenai
besarnya hak anak luar kawin dalam pewarisan akan dijelaskan lebih lanjut pada
sub2.4.

Yang menjadi permasalahan terhadap Pasal 43 Undang Undang
Perkawinan tersebut adalah status dan hak anak yang dilahirkan oleh seorang
wanita diluar kawin tersebut. Apakah ia statusnya sama dengan anak sah ataukah

 Ibid, him.58
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tetap berstatus anak luar kawin dari ibunya serta bagaimana hak anak tersebut
terhadap harta peninggalan ibunya tersebut. Ada pendapat yang mengatakan
bahwa berdasarkan asas moeder maakt geen bastaard, maka bagi ibu semua anak
yang dilahirkan olehnya mempunyai kedudukan yang sama oleh karena itu semua
anak (baik yang dilahirkan didalam ataupun diluar perkawinan) mempunyai hak
yang sama atas harta peninggalan ibunya tersebut.

Persamaan kedudukan bagi anak yang dilahirkan oleh ibunya tersebut
masih diperdebatkan karena dalam Pasal 43 ayat (2) Undang Undang Perkawinan
menyebutkan bahwa kedudukan anak tersebut akan diatur dalam Peraturan
Pemenintah. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 (yang
merupakan peraturan pelaksana dari Undang Undang Perkawinan) tidak mengatur
tentang kedudukan anak tersebut sehingga kedudukan anak tersebut masih belum
jelas apakah ia mempunyai hak yang sama dengan anak sah ibunya ataukah sama
dengan anak luar kawin yang diakui sah. Ada pendapat lain yang mengatakan
bahwa berdasarkan Pasal 66 Undang Undang Perkawinan, segala hal yang belum
diatur dalam Undang Undang tersebut maka masih berlaku peraturan sebelumnya.
Sehingpa hal hal yang berkenaan dengan anzk Juar kawin masih berlaku hukum
masing masing, dimana terhadap mereka yang tunduk pada Hukum Perdata Barat
masih berlaku KUHPerdala. Oleh karena itu dalam Hukum Perdata Barat
kedudukan anak yang lahir bagi seorang wanita diluar perkawinan setelah
diberlakukannya Undang Undang Perkawinan tetaplah anak diluar kawin terhadap
ibunya yang kurang lebih sama dengan anak luar kawin yang diakui sah oleh
ibunya sehingpa besar bagiannya terhadap harta peninggalan ibunya adalah bagian
yang diperoleh anak luar kawin yang diakui sah sebagaimana diatur dalam
KUHPerdata.

Selain dari pada iftu juga dikenal anak zinah (overspelig) dan anak
sumbang (bloedschennig). Anak zinah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang
perempuan dan dibenihkan oleh seorang laki laki sedangkan pada saat itu
perempuan atau laki laki tersebut terikat perkawinan dengan orang lain. Anak
sumbang adalah anak yang lahir dari seorang ibu yang dilarang kawin menurut
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undang undang dengan seorang laki laki yang membenihkan anak tersebut. *°
Dalam Pasal 283 KUHPerdata ditetapkan bahwa anak yang dilahirkan karena
zinah tidak dapat diakui secara sah sedangkan anak sumbang hanya dapat diakui
apabila orang tuanya memperoleh dispensasi dari presiden dan pengakuan tersebut
dilakukan pada akta perkawinan mercka.

IL. 3. 2, Pencatatan Anak

Menurut Subekti, catatan sipil (Burgerlijke Stand) adalah suatu lembaga
yang ditugaskan untuk memelihara daftar daftar atau catatan catatan guna
pembuktian status atau peristiwa peristiwa penting bagi para warga negara seperti
kelahiran, perkawinan dan kematian. Sedangkan menurut Vollmar catatan sipil
adalah suatu lembaga yang diadakan oleh penguasa yang bermaksud
membukukan selengkap mungkin dan karena itu memberikan kepastian sebesar
besarnya tentang semua peristiwa kelahiran, pengakuan, perkawinan, perceraian
dan kematian. Dimana peristiwa-perisliwa ini dicatat agar mengenai itu baik bagi
yang berkepentingan maﬁpun bagi pihak ketiga setiap saat ada buktinya *!

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa lembaga
catatan sipil dibentuk untuk membantu pemerintah dalam penyelenggaraan
pencatatan peristiwa hukum yang berlujuan terlaksananya kepasitian hukum
seseorang.

Pendaftaran dan pencatatan kelahiran berguna untuk membuktikan asal
usul, usia dan kewarganegaraan seseorang, bahkan melaluinya kita dapat
mengetahui status hukum keturunan dari seseorang yang tercantum dalam akia
kelahirannya, yakni apakah seseorang itu merupakan anak yang sah, anak luar
kawin atau anak luar kawin yang diakui secara sah. Status hukum keiurunan
seseorang harus jelas dan terang, karena hal ini penting dalam hubungannya
dengan soal kewarisan. Ketentuan dalam Pasal 55 ayat (I) Undang Undang
Perkawinan antara lain menentukan bahwa asal usul sesorang anak hanya dapat

dibukiikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat

% Ali Afandi, Op Cit, blm. 147
3 Rachmadi Usman, Op Cit, him. 189
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yang berwenang. Demikian ketentuan yang sama dapat dijumpai dalam Pasal 261
ayat (1) KUHPerdata yaitu keturunan anak-anak yang sah dapat dibuktikan
dengan akta-akta kelahiran mereka, sekedar telah dibukukan dalam register
catatan sipil. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan diatas maka dari akta
kelahiran dapat diketahui asal usul, identitas dan status hukum seseorang.*

Pasal 27 Undang Undang Administrasi Kependudukan menetapkan bahwa
setiap kelahiran wajib dilaporkan dalam kurun waktu 60 hari dan dar laporan
tersebut akan dicatat serta diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran oleh Kantor
Catatan Sipil. Terhadap anak yang lahir diluar perkawinan, Undang Undang
Administrasi Kependudukan juga mengatur bahwa apabila terjadi pengakuan atau
pengesahan terhadap anak tersebut wajib dilaporkan pada Kantor Catatan Sipil
dalam kurun waktu 30 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 50 yang
mana oleh pegawai Kantor Catatan Sipil dibuatkan catatan pinggir berkenaan
dengan perubahan status anak tersebut.

I 3. 3. Pengakuan dan Pengesahan Anak
Pengakuan dan pengesahan anak secara sah hanya dikenal dalam sistim
hukum Perdata Barat, dimana dalam KUHPerdata anak dapat dibedakan menjadi :
1. anak yang sah (weitig kind), yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai
akibat perkawinan yang sah
2. anak luar kawin (nratuurlijk kind), yaitu anak yang dilahirkan di luar
perkawinan
3. anak luar kawin yang diakui secara sah, yaitu anak yang dilahirkan diluar
perkawinan yang diakui secara sah oleh ibunya dan/atau oleh ayahnya
dengan persetujuan ibunya
4. anak luar kawin yang disahkan secara sah, yaitu anak yang dilahirkan
diluar perkawinan yang telah diakui secara sah dan disahkan secara sah
sebagai anaknya oleh orang tuanya melalui perkawinan kedua

orangtuanya.

% Ibid., hlm.206
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Pengakuan anak secara sah berlainan dengan pengesahan anak (wettiging)

secara sah Pengakuan anak secara sah berarti antara anak luar kawin dengan

orang yang mengakuinya timbul hubungan hukum perdata sedangkan pengesahan

anak secara sah berarti menjadikan anak anak luar kawin (yang telah diakui secara

sah oleh orang tuanyz) sebagai atau berkedudukan sama dengan anak yang sah.*

Pengakuan anak secara sah terhadap anak luar kawin ini, dapat dilakukan

melalui beberapa cara sebagaimana diatur dalam Pasal 281 KUHPerdata yaitu :
1. dalam akta kelahiran anak luar kawin.

2. dalam akta perkawinan ayah dan ibunya jika setelah itu ayah dan ibunya

melangsungkan perkawinan.

dengan akta yang dibuat oleh pegawail pencatatan sipil dan kemudian di
bukukan dalam register kelahiran menurut hari penanggalannya
Pengakuan ini harus dicatat dalam jihat akta kelahiran

dengan akia otentik lain, maka masing masing yang berkepentingan
berhak menurut dilakukan pendafiaran dan pencatatan pengakuan anak
luar kawin itu dalam jihat akta kelahiran dari anak luar kawin yang diakui
secara sah tersebut. >*

Dalam perspektif KUHPerdata, seorang ayah dapat menjadikan anak luar

kawin menjadi anak yang sah melalui pengesahan secara hukum. Terdapat dua

cara yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk mengesahkan secara hukum anak

luar kawinnya menjadi anak sah, yaitu :

1.

Melalui akia perkawinan, jika kemudian sesudahnya mereka
melangsungkan perkawinan. Ketentuan dalam Pasal 272 KUHPerdata
menyatakan bahwa setiap anak yang lahir di lvar kawin, akan menjadi sah
apabila kedua orang tuanya sebelum melangsungkan perkawinan telah
mengakui secara hukum anak luar kawin tersebut sebagai anak sahnya
Pengakuan mana dapat dilakukan sebelum melangsungkan perkawinan

atau dilakukan dalam akta perkawinan sendiri

3 1bid., him.215
H 1bid, hlm.217
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2. Dengan suatu sural pengesahan dari Menteri Kehakiman (sekarang
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia) sebagaimana diatur dalam
Pasal 274 dan Pasal 271 KUHPerdata dimana pengesahan secara hukum
terhadap anak anak luar kawin dapat dilakukan apabila kedua orang
tuannya sebelum atan ketika melangsungkan perkawinan telah melalaikan
mengakui anak anak luar kawinnya, atau dalam hal meninggalnya
seseorang di antara orang tuanya sehingga tidak dapat melangsungkan
perkawinan yang telah direncanakan sebelumnya atau termasuk golongan
penduduk Indonesia atau golongan yang dipersamakan dengan itu dan ibu
telah meningal dunia atau jika menurut pertimbangan Menteri terdapat
keberatan keberatan penting terhadap perkawinan orang tua mereka, *°

Dengan disahkannya secara hukum anak anak [uar kawin tersebut, maka tidak saja

menimbulkan hubungan hukum {perdata) antara anak dengan orang tuanya yang

secara hukum mengakuinya melainkan membawa akibat hukum bagi anak anak
luar kawin yang disahkannya secara hukum sama kedudukannya dengan anak
anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah Ketentuan dalam Pasal 277 dan

Pasal 278 KUHPerdata mengatur lebih jauh mengenai akibat hukum dari

. pengesahan anak anak luar kawin sebagai berikut.

1. Apabila pengesahan anak anak luar kawin tersebut dilakukan dalam atau
dengan akta perkawinan, maka kedudukan anak anak yang secara hukum
disahkan itu berkedudukan sama dengan anak anak yang sah atau seolah
oleh anak luar kawin yang secara hukum disahkan itu dilahirkan dalam
perkawinan yang sah.

2. Apabila pengesahan anak anak luvar kawin itu dilakukan dengan surat
pengesahan dari Menteri, maka menimbulkan akibat hukumn yang terbatas:
a. pengesahan itu memperoleh kekuatan hukum berlaku pada mulai hari

surat pengesahan itu diberikan oleh Menteri.

b. demikian pengesahan itu dalam pewarisan tidak akan merugikan anak

anak yang sah yang sudah ada sebelum pengesahan tersebut dilakukan.

* Ibid., im.218
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¢. pengesahan itu dalam hal pewarisan tidak akan berlaku pula terhadap
para keluarpa sedarah lainnya, kecuali sekedar yang akhir ini telah
menyetyjui pemberian surat pengesahan itu.

Dalam hukum Perdata Barat, garis keturunan hanya dapat dibuktian
dengan bukti permulaan yang berupa surat surat tertulis atau dapat juga dibuktikan
adanya garis keturnunan itu dengan keadaan yang nyata. Keadaan nyata yang
dimaksud adalah yang ternyata dalam praktek kehidupan dan pergaulan sehari
hari antara mereka yang bersangkutan Dalam KUHPerdata diberikan contch
dalam Pasal 262, dimana masyarakat menganggap atau memperlakukan seorang
anak adalah anak sazh dari suatu keluarga tertentu, anak tersebut memakai nama
ayah sebagai nama belakangnya, masyarakat selalu mengakui 1a sebagai anak dari
ayahnya dan atau saudara saudaranya mengakui dirinya sebagai anak dard
ayahnya. Dalam Pasal 263 KUHPerdata dijelaskan bahwa bila keadaan nyata
tersebut sesuai dengan bukti permulaan maka hubungan anak dengan ayahnya
tidak dapat lagi dipersoalkan kebeﬁaranr;ya. 56

Pengakuan anak harus dilakukan dengan akta otentik, dalam arti tidak
harus dilakukan dalam suatu akta khusus atau akta dart pegawai kantor catatan
sipil akan tetapi dapat dilalukan dalam suatu akta wasiat, asal saja wasiat tersebut
bukanlah wasial olografis, *’

Pengesahan seorang anak adalah suatu daya upay2 hukum untuk memberi
hak hak seorang anak sah kepada seorang anak luar kawin yang diakui. Menurut
definisi ini anak anak yang dapat disahkan adalah anak anak yang diakui dengan
demikian anak anak zinab dan sumbang tidak dapat disahkan.

II. 4. Pembagian Waris Menurut Hulkum Perdata Barat
IL. 4. 1 Prinsip Pewarisan dan Penggologan Ahli Waris

Menurut Hukum Perdata Barat prinsip dan pewarisan :

% Soedaryo Soimin. Hukum Orang dan Kelwarga — Perspektif Hukum Perdata BaravBR
— Hukum Islam & Hulumm Adat, (Jukarla : Sinar Grafika, 1992), hlm.52

5" Tan Tong Kie, Studi Notariat & Serba Serbi Praktek: Notaris, (Jakarta : PT. Ichriar
Baru van Hoeve, 2007), him.24
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a. pada asasnya yang dapat beralih kepada para ahli waris ialah hak dan
kewajiban pewarisan yang terletak dibidang hukum harta benda atau harta
kekayaan ;

b. dengan meninggalnya seseorang maka seketika itu juga beralihlah semua hak
dan kewajiban pewaris kepada para ahli warisnya sebagaimana diatur dalam
Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata

¢. yang berhak untuk mewaris adalah keluarga atau ahli waris yang mempunyai
hubungan darah dengan pewaris. Olch karena itu, pada awalnya suami atau
isteri yang hidup terlama tidak mempunyai hak untuk mewaris.

d. Pada asasnya harta peninggalan tidak boleh dibiarkan dalam keadaan tidak
terbagi, kecuali jika hal itu tegadi, dengan persetujuan para ahli waris.

e. Pada asasnya setiap orang sekalipun bayi yang baru dilahirkan adalah cakap
untuk mewaris, kecuali mereka yang dinyatakan tidak patut untuk mewaris.
Bahkan lebih lanjut KUHPerdata Pasal 2 menyatakan bahwa bayi yang belum
lahir (masih dalam kandungan) mempunyai hak waris.*®

Dalam Hukum Perdata Barat, pada hakekatmya pembagian waris

(pewarisan) dapat tegadi berdasarkan 2 cara, yaitu :

- Pewarisan yang tegjadi karena ditunjuk oleh undang undang, yang disebut -
pewarisan ab-intestato dan para ahli waris disebut ahli waris abintestaat.

- Pewarisan yang terjadi karena ditunjuk oleh testament atau surat wasiat. >

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dalam hukum perdata barat dikenal 4
penggolongan ahli waris yaitu ;

GolonganI: anak anak dan keturunan serta janda atau duda yang hidup
terlama (Pasal 852 KUHPerdata)

Golongan II : orang tua, saudara laki laki, saudara perempuan dan keturunan dari
saudara lakilaki dan saudara perempuan (Pasal 854, 857, 859 KUHPerdata)
Golongan III : Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sesudah orang (ua
(Pasal 853 KUHPerdata)

* Sri Soesilowali Mahdi, Surini Ahlan Sjarif dan Akbmad Budi Cehyono, Op Cit,
hlm.109
* Ibid., him.110
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Golongan I'V: Keluarga sedarah lainnya dalam garis menyamping sampai derajat
ke enam (Pasal 858 KUHPerdata)*

Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan,
juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris
golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga
lainnya dalam dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula
golongan yang lebih dekat derajalnya menutup yang lebih jauh derajatnya
Sedangkan ahli waris menurut surat wasiat atau fesfamen, jumlahnya tidak tentu

sebab ahli waris macam ini bergantung pada kehendak si pembuat wasiat.*!

Golongan pertama: mereka yang pertama kali dipanggil oleh Undang Undang
sebagai ahli waris adalah anak dan keturunannya beserta suami atau isteri dari
pewaris. Anak-anak mewarisi untuk bagian yang sama besarnya dan suami atau
isteri yang hidup terlama mewarisi bagian yang dengan anak. Pasal 852
KUHPerdata menjelaskan bahwa anak-anak atau sekalian keturunan mereka, baik
dilahirkan dari lain lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua,
kakek atau nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis
lurus keatas, dengan tiada perbedaan antara laki dan perempuan dan tiada
perbedaan berdasarkan kelahiran [ebih dahulu. Mereka mewaris kepala demi
kepala, jika dengan si meninggal mercka bertalian keluarpa dalam derajat ke satu
dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri dan mereka mewaris
pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mercka
bertindak sebagai pengganti.

Diantara keturunan, orang lebih dekat derajatnya kecuali pelaksanaan
aturan penggantian, menyampingkan orang vang lebih jauh derajainya. Apabila
cucu mewarisi untuk diri sendiri, mereka mewarisi untuk bagian yang sama
besarnya. Sebagai contoh harta peninggalan suami atau isteri, dua orang anak, dan
tiga orang cucu dari anak yang meninggal lebih dahulu, maka harta

peninggalannya dibagi dalam empat bagian yang sama besamya. Suami atau isteri

® Ibid., hlm. 116
8! Eman Suparman, /Inkum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat den BW,
(Bandung : Refika Aditama, 2005),him.32
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yang hidup terlama, tiap anak dan ketiga cucu bersama-sama menerima
seperempat. Apabila ayah dari ketiga cucu itu tidak meninggal lebih dahulu, atau
ia tidak pantas, atau menolak haknya untuk mewarisi untuk pewaris, maka harta
peninggalan dibagi antara suami atau isteri yang hidup terlama dan kedua anak
dalam tiga bagian yang sama besarnya. Apabila svami atau isteri dari pewaris
berikut ketiga anaknya telah meninggal dunia terlebih dahulu maka ketiga cucu
tersebutlah yang menjadi ahli waris pewaris dengan besar bagian masing masing
adalah 1/3 (satu per tiga) dari harta peninggalan pewaris. Disini ketiga cucu
tersebut mewaris tetapi bukan dengan penggantian melainkan karena
kedudukannya sendiri.®?

Golongan kedua: orang tua, saudara dan keturunan dari saudara. Perolehan
warisan dari golongan kedua diatur oleh undang undang dalam Pasal 859
KUHPerdata. Apabila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan suami/isteri
atau keturunan, maka menurut KUHPerdata yang terpanggil sebagai ahli waris
adalah orang tuanya, saudara dan keturunan dari saudara. Apabila hanya orang tua
saja yang ada, maka orang tua tersebut masing-masing mewansi setengah, apabila
ada saudara, maka orang tua dan saudara mewarisi untuk bagian yang sama, tetapi
dengan pengertian, bahwa orang tua ifu tidak akan menerima kurang dari % harta
peninggalan. Jadi bagi orang tua sama saja apakah disamping dia berada tiga atau
enam saudara dari pewaris. Apabila pewaris hanya meninggalkan satu orang
saudara dan kedua orang tuanya maka pada pokoknya masing-masing mereka itu
mendapat 1/3 bagian; dan apabila yang ditinggalkan satu orang tua dan satu orang
saudara, maka masing-masing mewarisi setengah. Namun bila pewaris
mempunyai saudara lebih dari dua orang dan orang tua pewaris masih hidup maka
orang lua pewaris tersebut memperoleh % bagian sedangkan sisanya dibagi rata
untuk masing masing saudaranya. Apabila pewaris meninggal tanpa
meninggalkan orang tua maka saudara-saudaranya mewarisi seluruh harta

warisan.

%2 J Satrio (2), Hukum Waris, (Bandung; Penerbit Alumni, 1992), him,103
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Golongan ketiga: kakek dan nenek serta leluhur selanjutnya merupakan golongan
ketiga dari ahli waris. Apabila pewaris tidak meninggalkan suami/isteri,
keturunan, orang tua, saudara dan keturunan dari saudara, maka harta peninggalan
itu sebelum dibagi, dibelah lebih dahulu (kloving). Setengah dari harta
peninggalan diberikan kepada sanak keluarga dipithak ayah, dan setengah lagi
kepada yang dipihak ibu. Setiap bagian itu dibagi suatu harta peninggalan yang
berdiri sendirL

Kloving (pembelahan) didalam KHUPerdata baru terjadi apabila tidak ada
lagi ahli waris golongan kedua termasuk keturunan dari saudara laki-laki dan
perempuan dari pewaris. Sebagaimana dijelaksan sebelumnya setiap bagian yang
dibagi melalui kloving tersebut adalah suatu harta peninggalan yang berdiri
sendiri. Sehingga membawa kemungkinan bahwa dalam garis keturunan yang
satu, yang menerima harta peninggalan adalah ahli waris dalam golongan
keempat, sedangkan dalam garis keturunan yang lain yang menerima harta
peninggalan adalah ahli waris dari golongan ketiga.

Disinilah letak arti kloving. Akibat dari sifat mandiri masing-masing
bagian adalah: Apabila ada penolakan dari salah seorang ahli waris, maka hal ini
" hanya berarti didalam garis 2hli wars yang menolak itu. Hanya apabila didalam
salah satu garis tidak ada lagi keluarga sedarah dari derajat itu, maka seluruh
warisan jatuh pada keluarga sedarah dari garis lainnya Dalam tiap-tiap garis
dilaksanakanlah aturan yang biasa sehingga orang-orang dari golongan ke empat
barulah dipanggil, apabila tidak ada ahli waris golongan Dalam tiap golongan
orang yang lebih dekat derajatnya menyampingkan yang lain sehingga apabila
dalam garis keturunan ayah ada kakek pewaris, dan orang tua dari nenek pewars,
maka kakek pewaris menyampingkan kedudukan orang tua dari nenek pewaris
(disini nenek pewaris telah meninggal ferlebih dahulu) yvang karena undang-
undang tidak mengenal penggantian dalam gans keatas. Besamya bagian yang
diterima oleh masing masing ahli waris dalam satu gans keturunan adalah sama

besarnya.
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Golongan keempat: sanak keluarga selanjuinya dalam garis menyamping,
Sesudah garis keatas dipanggillah sanak keluarga dari garis menyamping diluar
golongan kedua. Sama seperti ahli waris golongan ketiga, harta peninggalan
terlebih dahulu dibagi (%loving) terlebih dahulu menjadi dua bagian. Sanak
saudara yang lebih dekat derajainya dengan pewaris menyampingkan sanak
saudara yang lain. KUHPerdata menetapkan sanak saudara menyamping yang
dapat mewaris hanyalah sampai derajat ke enam,

Oleh karena itu apabila dalam garis menyamping keluarga yang bertalian
kekeluargaannya berada dalam suatu derajat yang lebih jauh dari derajat keenam
maka mereka tidak mewaris. Kalau hal ini terjadi pada satu garis keturunan, maka
bagiannya akan menjadi hak keluarga pada garis keturunan yang lain, kalau orang
itu mempunyai hak kekeluargaan dalam derajat yang tidak melebihi derajat

keenam. &

Selain daripada keempat penggolongan ahli waris tersebul diafas, yang
dapat menjadi ahli waris adalah anak luar kawin yang telah diakui sah oleh
pewaris, dimana besarnya bagian yang diperoleh dari anak luar kawin tersebut
tergantung pada dengan golongan manakah ia turut mewaris. Pasal 862 sampai
dengan Pasal 873 KUHPerdata mengatur pewarisan dalam hal adanya anak luar
nikah Pasal 863 KUHPerdata berbunyi: jika yang meninggal meninggalkan
keturunan yang sah atau seorang suami atau isteri, maka anak-anak luar nikah
mewarisi 1/3 dari bagian yang harus mereka dapat, andaikata mereka anak anak
yang sah, jika si meninggal tak meninggalkan keturunan, suami atau isteri akan
tetapi meninggalkan saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka
mewaris % dari warisan dan jika pewaris hanya meninggal sanak saudara dalam
derajat yang lebih jauh maka bagian anak luar kawin yang diakui adalah sebesar
% bagian,

Jadi Pasal 863 KUHPerdata ini membatasi hak mewaris anak luar nikah
pada ¥ (separuh) warisan, apabila ia mewaris bersama orang tua pewaris, saudara

laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka (golongan II). Apabila anak luar

 Ali Afandi., Gp Cit, him. 40.
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kawin mewaris bersama sama dengan golongan III dan IV maka ia berhak atas %
bagian dari harta peninggalan,

Dalam menentukan bagian anak Ivar nikah, harus diperhatikan Pasal 285
ayat 1 KUHPerdata, yang menentukan pengakuan yang dilakukan sepanjang
perkawinan oleh suami isteri atas keuntungan anak luar nikah, yang sebelum
menikah olehnya diperbuahkan pada orang lain dari suami isteri itu tidak dapat
membuat kerugian pada suami isteri itu maupun anak anaknya yang dilahirkan
dalam perkawinan itu.

Maksudnya bahwa demi kepentingan suamifisteri yang hidup terlama,
anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu, maka pengakuan itu harus tidak
diperhatikan sehingga hak dari suamifisteri yang hidup terlama, anak-anak yang
dilahirkan dalam perkawinan itu harus dihitung seolah-olah anak luar mikah itu
tidak diakui (tidak ada anak luar kawin).

Terhadap anak zinah dan anak sumbang, berdasarkan Pasal 867
KUHPerdata mereka tidak dapat mewaris dari orang yang membenihkannya
namun undang undang memberikan hak pada mereka untuk mepuntut nafkah
untuk hidup yang besamya ditentukan menurut kekayaan ayah/ibunya serta
" jumlah dan keadaan para ahli wars yang sah tersebut sebagaimana diatur dalam
Pasal 868 KUHPerdata.

Mengenai golongan pertama yang meliputi suvamifisteri yang hidup
terlama dan kelurunannya, mendapatkan bagian yang sama besar. Sedangkan
golongan kedua terdiri dari bapak, ibu, saudara dan keturunan saudara dari orang
yang meninggal dunia dimana mereka hanya akan menjadi ahli waris apabila tidak
ada ahli waris dari golongan pertama

Dalam kasus tuan Eka, karena nyonya Yuli tidak dapat memperlihatkan
bukti bukti tertulis adanya perkawinan dengan tuan Eka dan bahwa tuan Eka
adalah ayah dari anaknya (yailu nona Ling dan tuian Ha) sehingga dalam rangka
pembuatan keterangan hak waris maka yang dapat menjadi ahli waris tuan Eka
adalah orang tua dan saudara-saudara dari tuan Eka tersebut (yang merupakan ahli
waris golongan kedua). Disini dengan tidak adanya bukti bukti yang meyakinkan,
maka golongan I dianggap tidak ada.
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IL. 4. 2 Pembuktian Hak Atas Harta Peninggalan
II. 4. 2. 1. Latar Belakang

Untuk membuktikan hak atas harta peninggalan terhadap pihak ketiga,
dalam praktek sering kali digunakan dan diterima (atau ditolak) bermacam macam
surat bukti Bukti yang terkuat dan tidak dapat ditolak adalah keputusan
pengadilan dalam perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti
terhadap sengketa antara ahli waris dengan pihak ketiga. Akan tetapi penggunaan
putusan pengadilan sebagai bukti amatlah tidak praktis karena memeriukan waktu
yang cukup lama dan harus terdapat gugatan sengketa terlebih dahulu. Oleh
karena itu juga dikenal beberapa surat bukti lainnya seperti penetapan pengadilan,
fatwa pengadilan agama, akta pemisahan dan pembagian harta peninggalan, bukti
dari balai harta peninggalan, bukti berupa surat atau keterangan dari bupati dan
akta pemnyataan notaris.**

Sebagaimana telah disinggung sebelunmya, penggunaan putusan
pengadilan sebagai bukti hak atas harta peninggalan harus diawali dengan adanya
sengketa dan gugatan Sebagai contoh ahli waris mengajukan gugatan kepada
pihak ketiga atas piutang dari almarhum peninggal waris. Disini pihak ketiga
tersebut menyangkal kedudukan ahli waris sebagai pihak yang berhak atas harta
peninggalan pewaris (yang dalam hal ini berbentuk piutang). Majelis hakim
berdasarkan bukti bukii tertulis dan keterangan saksi akan memutuskan apakah
para ahli waris tersebut berhak atas harta peninggalan pewaris atan tidak. Putusan
dari pengadilan tersebut berlaku juga bagi pihak lain bilamana oleh hakim
diputuskan siapa yang berhak atas harta peninggalan pewaris.

Pembuktian hak waris yang dilakukan melalui penetapan pengadilan
meskipun tidak diatur dalam undang undang namun dengan itikat baik hal ini
dapat diterima asal saja penetapan tersebut diberikan berdasarkan pemeriksaan
dan pembuktian (baik bukti tertulis dan keterangan saksi yang disumpah)

o Ting Swan Tiong, "Pembuktian Hak Alas Harla Peninggalan™ Media Notariat (April,
1988), him.114
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sebagaimana halnya dalam pertimbangan pengambilan putusan, Namun sejak
dikelvarkannya pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan yang
menerangkan bahwa permohonan untuk menetapkan seseorang atau beberapa
orang adalah ahli waris dari almarhum tidak dapat diajukan maka pengadilan tidak
lagi dapat mengeluarkan penetapan yang menetapkan seseorang sebagai ahli waris
dari almarhum, Penetapan ahli waris hanya dapat dikabulkan dengan suatu
gugatan mengenai warisan almarhum yang mana akan dikeluarkan suatu putusan
pengadilan berkenaan dengan gugatan tersebut. Dengan dikeluarkannya Undang
Undang Administrasi Kependudukan, penetapan pengadilan digunakan untuk
memerintahkan pegawai Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan
yang terlambat dicatatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 36.

Menurut Pasal 49 ayat (3) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang
Pengadilan Agama juncto Undang Undang nomor 3 Tahun 2006 Tentang
Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,
kewenangan Peradilan Agama di bidang kewarisan adalah mehgena_i penentuan
siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, bagian dan masing
masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan, Salah satu
asas sentral dalam Undang Undang tersebut adalah asas personalitas keislaman
oleh karepanya apabila terjadi sengketa kewarisan bagi setiap orang yang
beragama Islam, kewenangan mengadilinya tunduk pada lingkungan peradilan
agama bukan pada peradilan umum

Pembuktian lain yang telah disebut sebelumnya adalah akta pemisahan dan
pembagian harta peninggalan dimana akta tersebut dibuat dihadapan notaris
berdasarkan Pasal 1074 KUHPerdata 5

II. 4. 2. 2, Keterangan Hak Waris
1I. 4. 2. 2. 1. Dasar Hukum
Pada dasarnya lidak ada hukum tertulis di Indonesia yang mengatur

tentang akta pemyataan notaris. Yang menjadi latar belakang dari akta tersebut

% Sulaikin Lubis, Wismar Ain Marzuki dan Gemala Dewi, Hulum Acara Perdata
Peradilan Agama di Indonesia, (Jekarta : Prenada Media Group, 2006), him. 109
® Fing Swan Tiong, Op Cir, hlm.114
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adalah Pasal 35 Aturan Jabatan Notaris serta Pasal 38 ayat (2) “Wet op het
Notarisambt” Belanda menyebut diantara akta akta yang oleh notaris tidak wajib
dibuat sebagai minuta, tetapi dapat diterbitkan “in originall” diantaranya
“verklaring van erfrecht” (pemyataan tentang hak warisan). Bentuk dan isi dari
akta tersebut diatur di negari Belanda dalam undang undang yang bemama de Wer
opde Grootboeken der Nationale Schuld pada tahun tahun 1913 dalam Pasal 14
ayat 2 sampai dengan ayat 6.5

Meskipun akta pemyataan hak waris tersebut hanya diatur untuk balik
nama hak yang terdaftar dalam Buku Besar Hutang Nasional namun di Belanda
juga diterima untuk keperluan lain seperti balik nama hak atas tanah oleh karena
ketentuan dalam Pasal 14 fersebut dianggap cukup menjamin kebenarannya
apalagi dalam ayat (2) huruf (f). Oleh karenanya seorang notaris yang terbukti

 Tan Tong Kie, Op Cit, blm.566

2. Pernyatasn lentang hak atas warisan harus memuat :

a. MNama lengkap dan jika mungkin, tempat tinggal lerakhir pewaris.

b. Nama-nema lengkap, tempat tinggal dan, jika mengenai orang dibaweh umur,
tanggal dan tahun kelshiran mereke yang memperoleh hak dengan menyebut
bapian masing-masing menurut undangmdang, surat wasiat alau pemisahan dan
pembagian (boedelscheiding).

¢. Jika mungkin nama-nama lengkap dan iempat-tempat tinggal pada wakil anak
anak dibawah umur (yaitu wali atau pemegang kekuasaan orang {ua), lermasuk
juga para pengurus (bewindvoerders)

d.  Suatu perincian tcpal surat wasiat atau dalam hel pewarisan menumt undang-
undang hubungan antara pewaris dan shli wans, yang menjadi dasar
diperolehnya hak tersebut.

e. Sepala pembalasun dalawm hak untuk memiliki atau menikmati yang terdaftar
yang diletapkan oleh pewaris, dengan sebutan nama lengkap dan sedapay
mumgkin tempat tinggal mereka terkenaken pembatasan itu serta dan mereke,
yang berhek menerima bunga dan mereka tanpa bantuan siapa tidak boleh
dilakukan tindakan pemilikan terhadap yang terdaflar,

f. Pernyalesn dar pejabal pembuat akta, bashwa ia sedapat mumgkin lelah
meyakinkan diri tentang kebenaran yang termuat didalamnya.

3. Jika warsan telah lerjadi di negeri ini (Belanda), pemyataan tentang hak warisan
diberikan oleh seorang nolaris. Akta yang dibuat dari pernyataan itu harus diterbitkan “in
originali”.

4. Jilm warsan tclah lerjadi dalam daerah jajahan dalam lain bepua atau diluar neger,
pernyataen tenlang hal warisan harus dibuat oleh pejabat yang setempat berwenang.

5. Pemyatasn tentang hak waris harus disertei dengan sumt sural yang dapal menguatkan
fakila-fakta tersebut didalamnya,

6. Para penerima hibah wasiat harus membukiikan hak mercka dengan cara yang sama
seperti parm ahli waris. Disamping itu mereka harus pula membuktikan bahwa hibah
wasiat itu tclah diserahken kepada mercka sesuai dengan Pasal 1006 Burgerlik Wetboek
Belanda (alau Pasal 959 KUliPerdata) atau bahwe para ahli waris dan lepitimaris
mengakui hak merekn.
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karena kekurang telitiannya menerbitkan keterangan yang keliru dengan
menyebabkan rugi, bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi tersebut.®®

Karena dalam zaman Hindia-Belanda cukup banyak orang Belanda
meninggal dunia di Indonesia dengan meninggalkan hak yang terdaftar dalam
Buku Besar Hutang Nasional atau harta lain di Belanda, berdasarkan ayat (4)
diatas, yang membuat dan menerbitkan akia pemyataan hak wars yang
bersangkutan adalah para notaris di Indonesia, akta mana diakui sepenuhnya di
Belanda bahkan dianggap memenuhi syarat “akta otentik”.

Karena akta notaris demikian yang dibuat oleh notaris di Indonesia diakui
kekuatan hukumnya di Belanda, maka dengan sendirinya dalam praktek juga
diakui kekuatannya di Indonesia sendiri sepanjang mengenai harta peninggalan
pewaris yang tunduk pada hukum waris yang diatur dalam KUHPerdata. Oleh
karena itu, walaupun tidak ada ketentuan undang-undang yang mengatur atau
secara lain memberi kekuatan hukum kepada akta pernyataan tentang hak atas

~warisan yang dibuat oleh nolaris, namun digunakaonya dan diakuinya dalam
praktek hukum selama puluhan tahun, dapat diterima sebagai hukum tidak tertulis
(hukum kebiasaan — gewoonterechs) bahwa pernyataan hak waris yang demikian
memiliki cukup kekuatan hukum

Pada tahun 50-an diciptakan suatu pembaharuan oleh notaris Raden
Kadiman, masalahnya adalah bagaimana seorang notars secara bertanggung
jawab dapat menyatakan bahwa ia telah meyakinkan diri sedapat mungkin tentang
kebenaran fakta fakta? Disamping ada atan tidaknya surat wasiat yang dapat
dipastikan dari surat keterangan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia
adanya hal hal seperti kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian mudah
dipastikan oleh akta-akta catatan sipil. Tetapi tentang hal hal sukar dibuktikan
seperti tidak adanya kelahiran anak lain dan perkawinan lain dari pada yang akta
catatan sipilnya diperlihatkan kepada notaris, sukar dinyatakan dengan bukti
tertulis. Untuk hal hal yang demikian notaris hanya dapat mengetahui dari
keterangan saksi-saksi yang memenuhi syarat syarat akan kebenaran Qleh karena

ity, notaris meminta keterangan yang dituangkan dalam akta resmi dari saksi-saksi

® Ting Swan Tiong, Op Cit, hin. 116
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yang dapat dianggap cukup mengetahui dan kebenarannya cukup tefjamin oleh
Pasal 266 KUHPerdata tentang adanya perkawinan dan anak anak pewaris, hingga
melalui keterangan yang dituangkan dalam akta otentik tersebut dan akta akta
catatan sipil serta surat wasiat (jika ada), ia secara langsung bertanggung jawab
dapat menyatakan dalam pernyataan tentang hak waris bahwa ia benar telah
meyakinkan diri sedapat mungkin tentang kebenaran fakta fakta yang disebut
dalam pernyataannya ® Pembaharuan yang dilakukan oleh Notaris Kadiman
adalah dengan membuat minuta mengenai keterangan para saksi yang dilanjutkan
dengan keterangan hak warisnya dalam satu akta. Cara ini dianggap aneh karena
pada akhimya notaris menjadi penghadap dalam akta yang dibuatnya sendiri.

Sekarang ini dalam prakteknya, notaris di Indonesia pada umumnya
membuat akta keterangan hak waris dalam bentuk dibawah tangan berdasarkan
akta keterangan atau pemnyataan dari ahli waris yang dikuatkan oleh saksi saksi.
Lebih jauh tentang pembuatan akta keterangan hak waris akan dibahas pada sub
bab dibawah ini.

IL 4. 2. 2. 2. Prosedur Pembuatan

Dalam undang undang tidak terdapat suatu ketentuan yang menetapkan siapa yang

berwenang membuat keterangan hak waris. Dalam prakiek biasanya dibuat oleh :

- pengadilan agama untuk pewaris yang beragama Islam

- pengadilan negert bila terdapat ketidakpastian atau sengketa

- notaris dalam hal berlaku KUHPerdata bagi yang bersangkutan

- yang bersangkutan dengan disaksikan oleh Lurah dan Camat bagi penduduk
Indonesia golongan Bumiputra.

- konsulat konsulat yang ditunjuk ™

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pada prakfik yang berlaku
dalam masyarakat, bagi mercka yang tunduk pada Hukum Perdata Barat

dibvatkan suatu keterangan hak waris oleh seorang notaris yang isinya

 Ibid., hlm.117
I N Siregar, “Hukum Waris Teristimewa Tenlang Wasiat (Menurut BW)” Media
Notariat (Oklober, 1988), hlm.75
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menjelaskan siapa shli waris dari almarhum dan berapa besar bagian yang
diterima oleh masing masing ahli waris tersebut.

Pembuatan keterangan hak waris semata mata merupakan tugas jabatan
(ambtelitike taak) dan sebagian dari pekerjaan notaris. Oleh karenanya pembuatan
keterangan hak waris bukan merupakan akta notaris, maka dalam praktek
dilakukan dengan prosedur sebagai berikut.

1. dibuat suatu pernyataan dengan akta notaris oleh para ahli waris dan
diperkuat dengan dua orang saksi yang mengenal secara dekat keluarga
pewaris.

2. berdasarkan pernyataan tersebut notaris membuat keterangan hak waris
(dibawah tangan)

pada akta pernyataan dalam sub 1 dijahitkan keterangan hak waris sehingga

sewaktu waktu dapat diketahui dasar pembuatan keterangan hak waris itu.”

Keterangan waris yang dibuat oleh notaris hanya menerangkan bahwa
notaris tersebut menganggap para ahli waris yang namanya tercantum dal.am
keterangannya sebagai orang orang yang benar benar berhak atas warsan.
Keterangan tersebut tidak memberikan jaminan berdasarkan undang undang
(weitelijke waarborg)™ oleh karenanya dapat digugat oleh pihak pihak yang
merasa dirugikan.

Notaris sebagai pejabat urmum adalah organ negara yang menjalankan
fungsi dan kekuasaan negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
umum, yaitu untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum
perdaia Notaris bukan organ pemeriniah atau pejabat tata usaha negara yang
menjalankan kekuasaan negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
umum dalam bidang hukum publik.

Seorang notaris dalam membuat keterangan hak waris harus
memperhalikan [fakia-fakia beserla bukili yang ada. Pertama yang harus
diperhatikan adalah keterangan hak waris harus memuat serta mematuhi hal-hal
yang telah ditetapkan dalam Pasal 14 undang undang Balanda yang bernama de

! Ihid,
7 Tang Tong Kie, Op Cit, him.571
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Wet opde Grootboeken der Nationale Schuld tersebut. Kemudian notaris yang
bersangkutan harus juga meneliti apakah ia berwenang untuk membuat keterangan
hak waris dari almarhum. Hal ini karena di Indonesia masih terdapat pembagian
golongan hukum dimana masing masing golongan tersebut tunduk pada hukum
perdata yang berbeda beda. Kewenangan notaris untuk membuat keterangan hak
waris adalah bagi mereka yang tunduk pada Hukum Perdata Barat.

Notaris juga harus melakukan pemeriksaan fakta-fakia dengan teliti
terhadap semua surat, seperti akta kelahiran, serta mencocokkannya dengan apa
yang diterangkan oleh para saksi (biasanya dua saksi yang dekat dengan keluarga
almarhum; keluarga sedarah dekatnya tidak dilarang menjadi saksi). Keterangan
para saksi tidak saja sekedar mencocokkan data akta-akta yang ada, tetapi juga
tertama untuk hal-hal yang tidak dapat dilihat dar surat-surat yang ada
Kemungkinan yang harus nyata dari kesaksian tersebut adalah antara lain ada
tidaknya anak anak lain yang akta kelahirannya tidak diperlihatkan, tidak adanya
perjanjian nikah, tidak adanya pernikahan lain dan lain sebagainya yang semuanya
tidak dapat dilihat dari dokumen resmi. Disamping ketelitian ‘notaris dalam
memeriksa fakta-fakta, diperiukan penguasaan hukum wars dan hukum
perorangan khususnya mengenai pengakuan dan pengesahan anak.”

Dalam kasus yang dihadapi oleh nyonya Yuli, bukti bukti yang dimiliki
oleh nyonya Yuli kurang menyakinkan notaris untuk membuat keterangan hak
waris yang isinya menyatakan bahwa dirinya dan anak anaknya sebagai ahli waris
tuan Eka Hal ini karena nyonya Yuli tidak dapat memperlihatkan akta
perkawinannya yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil serta dalam akta
kelahiran anak anaknya, tidak tercantum nama tuan Eka melainkan hanya tertulis
anak Iuar kawin dari nyonya Yuli Oleh karenanya kedua anak tersebut tidak
mempunyai hubungan hukum dengan tuan Eka Dengan demikian, berdasarkan
kurangnya bukti bukti tersebut, apabila akan dibuat keterangan hak waris maka
yang menjadi ahli waris tuan Eka adalah orang tua tuan Eka yang masih hidup
beserta saudara saudara tuan Eka dan keturunan dari saudara tuan Eka
sebagaimana diatur dalam Pasal 854, 855 dan 856 KUHPerdata.

™ Ten Tong Kie, Op Cit, him.575.
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Menurut Satrio, Boede! adalah keseluruhan harta (vermogen) seseorang
dalam arti keseluruhan aktiva dan pasiva. Dengan demikian boedel itu sama
dengan kekayaan.™ Dalam pembagian harta peninggalan, yang dibagi adalah
boedel dari harta pewaris dimana dalam prakteknya pasiva diselesaikan terlebih
dahulu sebelum diadakan pembagian harta peninggalan.

II. 5. Solusi Hukumn
IL. 5. 1. Pembahasan

Terhadap permasalahan yang dialami oleh nyonya Yuli, undang undang
memberikan alternatif lain dalam hal ketidakmampuan seseorang memmjukan
bukti pencatatan perkawinan yailu apabila orang tersebut dapat meyakinkan
hakim melalui bukti bukti tentang adanya perkawinan sebagaimana diatur dalam
Pasal 101 KUHPerdata dan Pasal 36 Undang Undang Administrasi
Kependudukan. Yang menjadi permasalah adalah hakim dari pengadilan manakah
yang befwena_ng untuk memberikan putusan.

Ketentuan yang berkenaan dengan kekuasaan atau kewenangan pengadilan
negeri diatur dalam Pasal 50 Undapg Undang nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 8
tahun 2004 menetapkan “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata ditingkat periama”

Kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara perdata
dimaksud meliputi semua perkara mengenai hak milik dan hak hak yang timbul
karenanya serta hak hak keperdataan lainnya, termasuk penyelesaian masalah
vang bersangkutan dengan juridiksi voluntair (tuntutan hak yang tidak
mengandung sengketa), kecuali apabila dalam undang-undang menetapkan
pengadilan lain yang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya ”*

Dalam mengatur lingkup kompetensi peradilan umum digunakan teorn
residu yaitu kekuasaan yang tidak diserahkan kepada peradilan agama, peradilan

militer dan peradilan tata usaha negara yang merupakan peradilan khusus dan

7 J Satrio (1), Op Cit, hlm.1
* Rachmadi Usman, Op Cit, hlm.428
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kepada badan badan pengadilan khusus, maka sendirinya termasuk lingkup
kompetensi peradilan umum. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hakim
yang dimaksud dalam Pasal 101 KUHPerdata dan Pasal 36 Undang Undang
Administrasi Kependudukan adalah hakim Pengadilan Negeri.

Dalam kasus yang dialami oleh nyonya Yuli, dimana perkawinannya
dengan tuan Eka hingga tuan Eka meningpal dunia belum pernah dicatatkan pada
Kantor Catatan Sipil maka dengan berdasarkan dengan Pasal 101 KUHPerdata,
nyonya Yuli dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri agar dapat
mengesahkan perkawinannya dengan tuan Eka.

Berdasarkan pada penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 18
Juli 2006 nomor 284/PDT.P/2006/PN.JKT.BAR (lihat lampiran 1), hakim
berpendapat bahwa perkawinan antara tuan Eka dengan nyonya Yuli adalah sah
karena dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan keduanya schingga
menurutnya langkah pencatatan ke Kantor Catatan Sipil merupakan syarat
administrasi saja. Disini dijelaskan bahwa dengan tidak dicatatkannya perkawinan
tersebut pada Kantor Catatan Sipil tidak menyebabkan perkawinan tersebut tidak
sah.

Oleh karena itu pengadilan melalui penetapannya memerintahkan agar
pegawai Kantor Catatan Sipil untuk melakukan pencatatan atas perkawinan tuan
Eka dan nyonya Yuli yang berdasarkan pada Surat Pemberkatan Perkawinan
Agama Buddha tersebut. Bersamaan dengan dicatatkannya perkawinan antara
tuan Eka dan nyonya Yuli tersebut maka sekalian pula anak anak mereka yaitu
nona Ling dan tuan Ha disabhkan menjadi anak anak sah dari fvan Eka dan nyonya
Yuli, melalui pengakuan dan pengesahan. Hal ini terlihat pada akta pengakuan
anak dan catatan pinggir dari akta kelahiran nona Ling dan tuan Ha tersebut.

Menurut penulis, penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan tersebut
memiliki kelemahan dalam hal mengenai saksi saksi yang diajukan oleh nyonya
Yuli adalah saudara dari keluarga nyonya Yuli dan tidak ada seorang pun dari
keluarga tuan Eka. Karena akan lebih baik apabila saudara atau orang tua dari
tuan Eka juga turut memberikan kesaksian dalam persidangan dan juga mengakui

adanya perkawinan antara tuan Eka dan nyonya Yuli tersebut. Hal ini dilakukan
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unfuk menghindari permasalah yang mungkin akan timbul ataupun tuntutan dari
saudara tuan Eka atas hak mereka terhadap peninggalan harta tuan Eka. Karena
sebelum adanya penetapan dari pengadilan, yang menjadi ahli waris atas harta
peninggalan tuan Eka adalah orang tua serta saudara dari tuan Eka sebagai ahhi
waris golongan II sebagaimana ditetapkan oleh undang undang dalam Pasal 854,
Pasal 855 dan Pasal 856 KUHPerdata. Hal ini dikarenakan tidak adanya ghli waris
golongan I, yaitu isteri dan keturunannya karena nyonya Yuli tidak mempunyai
bukti atas perkawinannya dengan tuan Eka dan anaknya yaitu nona Ling dan tuan
Ha juga tidak mempunyai hubungan perdata dengan tuan Eka

Berdasarkan pada penctapan pengadilan tersebut, status nyonya Yuli
sebagai isteri luan Ha menjadi sah, hal ini terlihat pada akta perkawinan yang
dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil ({ihat lampiran 5) demikian pula terhadap
status nona Ling dan tuan Ha yang menjadi anak sah mereka (lthat lampiran 6 s.d
9). Dengan demikian nyonya Yuli, nona Ling dan tuan Ha adalah ahli waris
golongan pertama dari tuan Eka sebagaimana diatur dalam Pasal 852 dan Pasal
852a KUHPerdata yang menutup ahli waris lainnya Dengan adanya penetapan
pengadilan tersebut, stafus hukum nyonya Yuli dan anak anaknya menjadi jelas
berdasarkan bukti bukti otentik.

Dengan diterbitkannya akta perkawinan antara tuan Eka dengan nyonya
Ling oleh Kantor Catatan Sipil serta disahkannya nona Ling dan tuan Ha sebagai
anak anak dari perkawinan lersebut maka nyonya Ling mempunyai bukti yang
cukup bahwa ia dan anaknya berhak atas harta peninggalan tuan Eka Oleh
karenanya dapat menyakinkan notaris untuk membuat keterangan hak waris yang
menyatakan bahwa nyonya Yuli dan anak anaknya yaitu nona Ling dan tuan Ha
adalah ahli waris dan yang berhak atas harta peninggalan tuan Eka Sedangkan
akta keterangan yang dirnaksud, pembuatannya diawali dengan pernyataan dari
para ahli waris yang dibuat dalam bentuk akta notaris dan kemudian diikuti
dengan akta keterangan hak waris yang dibuat oleh notaris secara bawah tangan
yang isinya selain memberikan keterangan akan siapa yang berhak atas harta
peninggalan tuan Eka namun juga memberitahukan besarnya bagian yang diterima

oleh masing masing ahli waris tersebut. (lihat lampiran 2)
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Dalam kasus yang dialami nyonya Yuli, perkawinannya dengan tuan Eka
telah juga dilaksanakan secara agama yaitu agama Budha pada tanggal 18 Juni
1999. Bahkan tanggal tersebutlah yang ditetapkan oleh pengadilan sebagai tanggal
perkawinan antara tuan Eka dengan nyonya Yuli dalam akta perkawinan mereka
yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil. Dengan demikian adanya perkawinan
menurat agama yang meyakinkan hakim terhadap adanya perkawinan antara
keduanya.

Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana apabila tuan Eka dan
nyonya Yuli tidak juga melangsungkan perkawinan menurut agama? Sehingga
nyonya Yuli tidak dapat memberikan Surat Pemberkatan Perkawinan Agama
Buddha sebagai bukti perkawinan secara tertulis, Dalam menjawab pertanyaan
diatas, nyonya Yuli boleh saja mengajukan permohonan kepada hakim pengadilan
negeri agar perkawinannya dengan tuan Eka disahkan. Namun seluruhnya
diserahkan pada pertimbangan hakim apakah ia menganggap bukti bukti vang
diserahkan kepadanya cukup untuk meyakinkan dirinya untuk mengesahkan
perkawinan _

Terhadap anak anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan pada
Kantor Catatan Sipil, KUHPerdata melalui Pasal 261 ayat (2) memperbolehkan
seorang anak yang tidak dapat membuklikan dirinya sebagas anak sah melalui akia
yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil, menunjukan bukti lainnya
sebagaimana diatur dalam Pasal 262 KUHPerdata. Sehingga apabila seorang anak
yang luar kawin tetapi dalam dalam kenyataanya memperoleh kedudukan seolah
olah ia anak sah (antara lain anak tersebuf memakai nama ayah sebagai nama
belakangnya, masyarakat selalu mengakui ia sebagai anak dari ayahnya dan atau
saudara saudaranya mengakui dirinya sebagal anak dari ayahnya) maka menurut
hukum Perdata Barat, hal tersebut merupakan bukti yang cukup dalam
menunjukan dirinya sebagai anak sah,

Oleh karena melalui penetapan pengadilan diperintahkan kepada pegawat
Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan nyonya Yuli dengan tuan
Eka serta mengesahkan anak anaknya sebagai anak sah dari perkawinan tersebut
maka nyonya Yuli akhimya dapat menunjukkan bukti bukti yang cukup dan
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meyakinkan notaris untuk membuat keterangan hak waris yang menerangkan
bahwa nyonya Yuli dan anaknya yaitu nona Ling dan tuan Ha adalah ahli waris
dan berhak atas harta peninggalan tuan Eka.

Dalam keterangan hak waris terhadap harta peninggalan almarhum tuan
Eka dijelaskan bahwa berdasarkan akta akta perkawinan, kelahiran dan pengakuan
anak maka yang menjadi ahli waris tersendiri atas harta peninggalan tuan Eka
adalah nyonya Yuli, nona Ling dan tuan Ha. Dengan pembagian terhadap harta
pribadi tuan Eka, nyonya Yuli, nona Ling dan tuan Ha masing masing memdapat
1/3 bagian sedangkan untuk harta bersama perkawinan nyonya Yuli mendapat 4/6
bagian sedangkam nona Ling dan tuan Ha memdapat 1/6 bagian.

Melihat keterangan hak waris diatas, maka dapat disimpulkan bahwa
perkawinan antara tuan Eka dan nyonya Yuli dianggap sah sejak tanggal 18 Juli
1999 sebagaimana ternyata dalam akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Catatan
Sipil dan Surat Pemberkatan Perkawinan Agama Buddha Oleh karenanya hukum
perkawinan yang berlaku bagi tuan Eka dan nyonya Yuli adalah hukum
perkawinan yang diatur oleﬁ Undang Undang Perkawinan. Hal ini berarti bahwa
harta bersama perkawinan mereka adalah harta yang diperoleh setelah perkawinan
(yaitu yang diperoleh setelah tanggal 18 Juli 1999) sedangkan harta yang
diperoleh sebelum perkawinan adalah milik masing masing termasuk yang

diperoleh masing masing pihak karena hadiah (hibak) dan warisan.

IL. 5. 2. Analisa Penetapan Pengadilan

Terhadap permohonan vang diajukan oleh nyonya Yuli, hakim
menetapkan memerintahkan agar pegawai Kantor Catatan Sipil setempat
mencatatkan perkawinan pemohon yang menerangkan babwa pada tanggal 18
Juni 1999 telah dilangsungkan perkawinan antara tuan Eka dengan nyonya Yuli.
Hakim juga memerintahkan pada pegawai Catatan Sipil untuk membernkan
catalan pinggir pada akta kelahiran nona Ling dan tuan Ha yang menyatakan
bahwa mereka adalah anak sah dari suami isteri tuan Eka dan nyonya Yuli.

Dalam penetapan hakim tersebut, tidak disinggung mengenai pengakuan
anak baik oleh tuan Eka maupun nyonya Yuli, walaupun sebagaimana disinggung
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sebelumnya prosedur pengesahan anak luar kawin menjadi anak sah harus
didahului dengan pengakuan anak dari orang tua yang bersangkutan Penetapan
tersebut tidak menyinggung tentang pengakuan anak karena nyonya Yuli tidak
menyebutkan hal tersebut dalam permohonannya oleh karenanya hakim tidak
dapat menetapkan apa yang tidak terdapat dalam surat permohonan. Selain itu,
perundang undangan tidak memberikan dasar hukum yang jelas terhadap
pengakuan anak oleh orang tua yang sudah meninggal, yang diatur adalah
pengakuan anak luar kawin yang telah meninggal oleh orang tuanya demi
kepentingan ahli waris/keturunan anak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal
279 KUHPerdata.

Meskipun demikian oleh kantor pencatatan sipil dikeluarkan akta
pengakuan anak untuk nona Ling dan tuan Ha yang isinya bahwa mereka diakui
sebagai anak oleh tuan Eka (almarhum) dan nyonya Yuli dengan mengambil dasar
pada akta perkawinan yang mereka terbitkan Tindakan pegawai catatan sipil ini
juga merupakan kejanggalan dan tidak sesuai dengan prosedur. Namun dalam
penetapan ‘tersebut, hakim memerintahkan pada catatan sipil untuk membuat
catatan pinggir atas akta kelahiran nona Ling dan tuan Ha apar keduanya
ditetapkan sebagai anak sah tuan Eka dan nyonya Yuli. Sebagaimana telah
dijelaskan sebelumnya, prosedur pengesahan seorang anak [uar kawin menjadi
anak sah haruslah melalui pengakuan dari orang tuanya yang kemudian diteruskan
dengan pengesahan Oleh karena itu catatan sipil mengeluarkan akta pengakuan
anak yang bemama Ling dan Ha sebagai persyaratan agar keduanya dapat
disahkan menjadi anak sah sesuai dengan penetapan pengadilan,
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BAB II1
PENUTUP

IIT. 1. Kesimpulan

Setelah pembahasan menyeluruh mengenai mater tesis yang bejudul "Pembagian

Harta Perwaris yang Menikah Tetapi Belum Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil

Menurut Hukum Perdata Barat (Studi Kasus Pembagian Harta Peninggalan Tuan

Eka)”’ sebagaimana dikemukakan pada bab-bab sebeluminya, maka pada bab

terakhir ini, penulis menyampaikan kesimpulan sebagai berikut.

1. Dalam prakiek masyarakat, akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor
Catatan Sipil telah diterima sebagai bukti otentik atas adanya perkawinan
khususnya dalam lngkup hukum keluarga Oleh karena itu terhadap
perkawinan yang tidak dicatatkan pada Kanfor Catatan Sipil, maka akan sulit
membuktikan adanya perkawinan tersebut. Dengan demikian isteri dan anak
anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut mempunyai kedudukan
yang lemah dimata hukum karena mereka tidak mempunyai buki yang
mampu mendukung dan meyakinkan pihak ketiga bahwa mereka mempunyai
hak sebagai isteri dan anak anak yang sah. Akibatnya sulit bagi masyarakat
untuk menerima dan mengakui kedudukan isteri dan anak anak tersebui
Terlebih lagi bagi anak anak yang dalam akta kelahirannya secara jelas tertulis
sebagai anak luar kawin dari ibunya dan tidak tercantum nama ayahnya.

2. Tanpa adanya bukti bukti yang kuat, nyonya Yuli dan anak anaknya tidak
dianggap sebagai ahli waris dari tuan Eka Pembagian harta peninggalan tuan
Eka akan jatuh pada orang tua (yang masih hidup) serta saudara saudara dari
tuan Eka yang termasuk dalam ahli waris golongan kedua. Hal ini jelas
merugikan anak anak kandung dari pewaris yang selama hidupnya telah
menikmati hak selayaknya anak sah dari ayahnya dalam kehidupan keluarga
dan harus kehilangan haknya atas harta peninggalan ayahnya tersebut

3. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, terhadap kasus yang
dialami oleh nyonya Yuli agar ia dan anak anaknya dapat memperoleh hak
mereka terhadap harta peninggalan tuan Eka adalah dengan membuktikan
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adanya perkawinan antara dirinya dengan tuan Eka dan kedua anaknya adalah
anak dari perkawinan tersebut. Oleh karena akta yang dikeluarkan oleh kantor
Catatan Sipil adalah bukti yang paling kuat, maka untuk memperolehnya
nyonya Yuli harus mengajukan permohonan penetapan kepada pengadilan
sebapaimana diatur dalam Pasal 101 KUHPerdata dan Pasal 36 Undang
Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Melalui
penetapan pengadilan tersebuf, nyonya Yuli akhimya memperoleh akta
perkawinan sebagai bukti adanya perkawinan dengan tuan Eka serfa
pengesahan status anak anak yang dilahirkan dar perkawinan tersebut

IIL. 2. Saran
Berdasarkan pada apa yang telah dibahas serta kesimpulan yang diambil

dalam tesis ini melalui penelitian yang dilakukan, maka Penulis ingin sedikit

menyampaikan beberapa saran antara lain:

1. Terhadap mereka yang perkawinannya telah dilaksanakan sesuai dengan
agama dan kepercayaannya tetapi tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil,
agar mencatatkan perkawinannya sehingga segela akibat hukum berkenaan

. dengan perkawinan tersebut dapat dinikmati. Apabila salah seorang dari suami
atau isteri telah meninggal dunia sebelum pencatatan tersebutl dilakukan

ataupun telah melampaui jangka waktu yang ditctapkan maka mereka dapat -

mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri setempat agar perkawinan
tersebut dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil.

2. Mengingal minimnya pengetahuan masyarakat akan hukum maka perlu
ditingkatkan kesadaran masyarakat umum serta pemahaman yang mendalam
tentang hukum perkawinan dan hukum keluarga agar seluruh lapisan
masyarakat memahami benar hukum perkawinan yang berlaku dan
masyarakat dapal menjalankan seluruh syarat syarat yang wajib dipenuhi
terhadap sahnya suatu perkawinan sehingpa mempermudah kehidupan
keluarga mereka. Dengan demikian mereka yang sewajarnya berhak atas harta
peninggalan akan telap menikmati hak tersebut
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3. Mengingat masih banyaknya masyarakat yang kurang mengerti hukum, maka

nolaris sebagaimana dialur dalam Undang Undang nomor 30 tahun 2004
ienlang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (2) berwenang memberikan penyuluhan
hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta. Oleh karenanya seorang
notaris haruslah memberikan penyuluban hukum kepada siapa saja yang
dalang dihadapan mereka yang perkawinannya tidak dicatatkan pada kantor
Calatan Sipil untuk mencatatkannya agar dapat memperoleh akta perkawinan
dan kepastian hukum terhadap status mereka dan anak anak mereka.

Cara lain yang dapal ditempuh oleh seorang pewaris unluk memastikan agar
suami/isierinya serta anak anak yang lahir dari perkawinan yang tidak
dicatatkan (lersebut adalah dengan membuat sural wasiai yang isinya
mengangkat mereka sebagai ahli warisnya. Dengan demikian hak hak mereka

atas harla peninggalan pewaris terlindungi.

Universitas Indonesia

Pembagian harta..., Yufita Sudjinto, FH Ul, 2010.



62

DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Literatur

Afandi, Ali. Hukum Waris Hukum Keluarga Hulum Pembulktian, Jakarta : Rineka
Cipta, 2004,

Asmun, Status Perkawinan Aniar Agama, Jakarta : PT, Dian Rakval, 1986

Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjanf Hukum Perfawinan Dan
Keluarga Di Indonesia, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum
Universilas Indonesia, 2004

Halim, A Ridwan. Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab, Jakarla : Ghalia
Indonesia, 1984

Kansil, C.S.T. Prakiek Hukum Peraturan Perudangan di Indonesia, Jakarta :

Penerbit Erlangga, 1983.

Lubis, Sulaikin, Wismar Ain Marzuki dan Gemala Dewi. Hukum Acara Perdata
Peradilan Agama Di Indonesia, Jakarta : Prenada Media Group, 2006.

Mahdi, Sri Soesilowati, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Bud: Cahyono. Hukum
Perdata (Suatu Pengantar), Jakarta : Gitama Jaya, 2005.

Meliala, Diaja S. Perkembangan Huium Perdata Tentang Perorangan Dan
Hulum Keluarga, Bandung ; Nuansa Aulia, 2006.

Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Perdaia Teniang Hak Atfas Benda, Jakarta :
Inlermasa, 1986.

------------ . Hukum Warisan di Indonesia, cetakan ke-4, Sumur Bandung

Satrio, J. Hukum Waris, Bandung : Penerbit Alumni, 1992

-—-—--—e-. Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel, Bandung : Citra Adilya
Bakti, 1998.

Soekanto, Soerjono. Penganiar Penelitian Hukum, Jakaria : Ul-Press, 2006.

Soimin, Soedaryo. Hukum Orang dan Keluarga — Perspektif Hulkum Perdata

Barat/BW Hukum Islam & Hulum Adat, Jakarta : Sinar Grafika, 1992.

Subekti, Pokok Pokok Hukum Perdata, Jakarta ; Intermasa, 2003.

---—-—, Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Jakarta :
Intermasa, 2004

Universitas indonesia

Pembagian harta..., Yufita Sudjinto, FH Ul, 2010.



63

Suparman, Eman. Hukum Waris Indonesia Dalam Perspeitif Islam, Adat dan BW,
Bandung : Refika Aditama, 2005

Syahrani, Riduan Seluk Beluk dan Asas Asas Hukum Perdata, Bandung : Alumni,
2006,

Tan Thong Kie. Studi Notariat & Serba Serbi Prakiek Notaris, Jakarla ;. PT.
Ichriar Baru van Hoeve, 2007

Tutik, Titik Triwulan. Hukum Perdata Dalam Sistim Hukum Nasional, Jakarta :
Kencana, 2008.

Usman, Rachmadi. Aspek Aspek Hulum Perorangan & Kekeluargaan di
Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.

B. Tulisan Lain

Budihardjoputra, Albertus Sutjipio. “Aneka Maéalah Berkenaan dengan
Pembuatan Keterangan Hak Waris oleh Nolans.” Media Notariat (Februari
2008). him. 95 - 105.

Budiono, Herlien. "Menuju Keferangan Hak Wans Yang Uniforrm (Wacana
pembuktian sebagai ghli waris dengan akta notaris).” Media Norariat (Juni
2008). him. 78 — 83.

Ting Swan Tiong. “Pembuktian Hak Atas Harta Peninggalan ™ Media Notariat
(April 1988). him 113 - 117.

Siregar, J.M. “Hukum Waris Teristimewa Tentang Wasiat (Menurut BW)” Media
Notariat (Oktober 1988). him 71-71.

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang Undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Talum
1974, TLN No. 3019.

------ , Undang Undang Administrasi Kependudukan, UU No. 23 Tahun 2006, LN
No. 23 Tahun 2006, TLN No. 4674

------ , Undang Undang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, LN No.30
Tahun 2004, TLN No. 4432

Universitas Indonesia

Pembagian harta..., Yufita Sudjinto, FH Ul, 2010.



---—--, Undang Undang Pengadilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989, LN No. 7
Tahun 1989, TLN No. 3400

No. 3 Tahun 2006, TLN No. 4611

——-, Undang Undang Peraditan Umum, UU No. 2 Tahun 1986, LN No. 2 Tahun
1986, TLN No. 3327

---—-—, Perubahan Undang Undan Peradilan Umum, UU No. 8 Tahun 2004, LN
No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358.

---—--, Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, LN No.12 Tahun
1975, TLN No.3050.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh
R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta : Pradnya Paramita, 1974

Universitas Indonesia

Pembagian harta..., Yufita Sudjinto, FH Ul, 2010.



o | SALINANY

PENETAPAN
NOMOR : 284;@1{T.P/2006/PNJKT.BA'R. |

LY

DEMI KEADILAN BERIDAS ARKAN KETUHANAN
YANG MAMA ESA. '

C
Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadiliv”

perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama

telah memberikan Penetapan scbagai tersebut dibawah ini dalam

permohonan yang diajukan oleh :

YULL - ‘ . | ' o "f/lbu
' Rumah Tangga, beralamat di Jalan Jomas ~~

i — Kelurahan Ia,

Kecamatan vei. - - -t dalam hal

ini diwakili olech Kuasanya AR\-.’AN'I.‘O HARUN,
SH, Pengacara dan Konsultan Hukum pada .
Kantor SQUARE LAW OFFICE, yang beralamat
di Jalan Daan IMogot Raya No. 43i Iaikarta 11470,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23
Juni 2006, untuk selanjutnya disebut scbagai
PEMOTON ;

Pengadilan Negeri terscbut ;
Sctelah memibaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar ke.erangan saksi-saksi dan keterangan

Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 03 Juli 2006 yang didaftarkan di Kepaniteraén Pengadilan
Negeri Jakarta Barat pada tanggal 03 Juli 2006, dibawah Register Perkara

Terdata Norﬁor: 284/PDT.P/2006/PN.JKT.BAR, telah mengemukakan hal-
hal sebagni berikut :

. — DBahwa Pemochon adalah Warganegara Republik Indonesia }

Pembagian harta..., Yufita Sudjinto, FH Ul, 2010.

-



1\-- ke

| A A T ot 5 5 Pl gt g a7 y
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Kelahiran No. 2119/JP/1972;

2. HA anak laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal
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22/WNA/1985;

Bahwa selanjutnya Pemohon dengan EKA
telaﬁ'melangsungkan perkawinan menurut Agama
Budha di Jakarta pada tanggal 18 Juni 1999 di Maha Cetya

Dharmapala yang dipimpin oleh Upasaka Budiman Sudharma, sesuai

n: dengan Surat Pemberkatan Porkawinan Agama Buddha No : 027/

MCD/VI/1999 dan berdasarkan Surat Kcterangan No. 026/MCD/T11/
2006 tanggal 20 Maret 2006 ;

ahwa oleh karena Pemohon buta masalah hukum, maka perkawinan
Pemohon tersebut sampai saat ini belum pernah didaftarkan pada

Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Propinsi DKI.Iakarta ;

Bahwa scdangkan suami Pemohon yang bermama EKA

_ , tersebut sudah menmbbal dunia
di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2006 ;

Bahwa Pemohon bermaksud mendaftarkan perkawinan Pemohon
tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Propinsi
DKI Jakarta, untuk dinyatakan “Bahwa di Jakarta pada tanggal 18 Juni

1999 telah dilangsungkan perkawinan antara EKA
dan YULL s

r

Bahwa dengan didaftarkénnya perkawinan Pemohon dengan EKA

terscbut pada Kantor Dinas Kependudukan Dan

sl mmals TATY T
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mohon pula dinyatakan scbagal anak syah suami isteri dengan

memberikan catatan pinggir dalam Akte Kelahiran anak-anak tersebut.

_~  Bahwa untuk keperluan tersebut diatas diperlukar adanya Penetapan

dari Pengadilan Negeri;;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada
Bapak Katua/ Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan

memberikan Penetapkan sebaigai berikut :
1. Mengabulkan permohionan Pemohon untuk selurﬁlmya ;

2. Memer'intahkan pada dan seperlimya Pegawai Kantor Dinas
. Kependudukan Dan Catatan Sipil Propinsi DKI' Jakarta, untuk
mendaf.tarkan perkawinan Pemohon dalam  buku daftar yang
disediakan untuk keperluan t.ersebut : “Bahwa di Jakarta pada

tanggal 18 Juni 1999 telah dila'ngsungk'an perkawinan antara EKA
\ dan YULL Ll

Memerintahkan pada dan seperlunya Pegawai Kantor Dinas

Kependudukan Dan Cataian Sipil Propinsi DKI Jakarta, untuk

memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran No. 2119/JP/1972 -

atas nama : LING! ), anak perempuan,

lahir di Jakarta pada tanggral 10 Agustus 1972, sebagai anak sah suami

isteri : EKA dan YULL ) J;

4.  Memerintahkan -pada dan seperlunya Pegawai Kantor Dinas
Kependudukan Dan Catalan Sipil Propinsi DKI Jakarta, untuk
memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta. Kelahiran No.
22/WNA/1985 atas nama : HA "\, anak laki-laki, lahir
di Jakarta pada tanggal 26 Mei 1976. sebagai anak sah suami ister] :

CEKA 77T T T 7 s dan YULL - ~;

5. Biaya-biaya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa  pada  har persidangan yang
' telah ditetapkan Pemwohon ’d_atang menghadap Kuasanya ARYANTO
HAR_UN, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2006,
dan setelah surat permohonan Pemolhon dibacakan oleh Hakim, Pemchon

menyatakan bertetap pada permohonannya tersebut ,’fv’
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Menimbang, bahwa_  untuk membukiikan dalil-dalil
permohonannya Pemohon telah mcnga]ul\an surat-surat bukti berupa foto
copy yang dibubuhi meterai cukup yang setelah d1cocokkan dengan

aslinyn ternyata sesuai, sebagai berikut :

- Foto copy Surat dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
Z Propinsi DKI Jakarta Nomor : 1420/1.755.21 'tertanggal 29 Jund 2006.
(Bukt P-) ;

2.  Foto copy Surat Peinberkatan Perkawinan Agama Buddha Nomor :
027/MCD/VI/1999 tanggal 18 Juni 1999 antara EKA
. .dengan YULL . (Bukti P-2) ;

3. TFoto copy Surat Keterangan Nomor : 026/MCD/2006 tanggal
20 Maret 2006. (Bukti P-3) ; :

Foto copy Surat Keterangan Kematian Pendnduk WNI Nomor :
04/1.755.03/2006 tanggal 16 Januari 2006 atas nama almarhum EKA. -
* .. (Bukti P-4) ;

Foto copy Berita cara Pelaksanaan Pengabtian Nomor : 000435/
CREM/BA/1/2006 tanggal 18 Ianu'm 2006 atas nama Almarhum
EKA v (Bukti P-5) ;

6. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 149/U/JB/2006 tanggal
23 Januari 2006 atas nama almarhum EKA ( :
- (Buki P-6) ;

- . 1j

7. TYoto copy Akle Kelahiran Nomor : 4730/1948 atas nama KIAN.
{(Bukti P-7) ;

8. TFoto copy Petikan Keputusan Presiden RI Nomor : 140/PWI
TAMUN 1987 tanggal 1 Juli 1987 beserta lampirannya atas nama
OEI]" . (Bukti P-8) ;

9.  Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Momor : C2-1448
HT.02.01-Th.1993 tanggal 11 Desember 1993 atas nama EKA ~
L. (Bukt P-9) - '

'10. Foto copy Akte Kelahiran Nomor : 2734/1951 tanggal 21 Desember
1957 atas nama KIOE (Bukti P-10) ,, ‘
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11. Foto copy Petikan Keputusan Presiden RI Nomor : 107/PWI

TAHUN 1986 tanggal 28 Juni 1986 beserta lampirannya atas nama
TJONG [. (Bukh P-11) ;

12. Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehakiman RT Nomo : C2-31

HT-02-01-Th-1993 tanggal 23 Npember 1987 atas nama YULL
), LING: ;
. . {Bukti P-12) ;

.. "1 dan. HA

13. | Foto copy Akte Kelahiran Nomor : 2119/JP/ 1972'tanggal 29 Agustus

1972 atas nama SIAUW Lo(Bukd P-13) 5

14, - Toto copy Surat Bukti Kewarganegarann' Republik Indonesia Nomor

: C4-HL.04.06-221 tanggal 20 Januari 1988 atas nama LING. '
*. (Bukti P-14) ;

Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 22/WNA /1985 tanggal

- 06 Agustus 2002 atas nama HA. Bukt P-15) ;

Foto copy Surat Bukti KeWarganegaraan Republik Indonesia Nomor
: C4-HL.04.06-222 tanggal 20 Januari 1988 atas nama HA
. (Bukt P-16) ;

Foto copy Kartu Kelaurga Nomor : 905478 yang dikeluarkan oleh
Kelurahan Meruya. (Bukt P-17) ;

18.

Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama YULL
). (Bukt P-18) ;

19. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5208.500872.0384 atas -

nama LINGt . (Bukti P-19) ;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil

permohonannya Pemohon juga mengéjukah 2{dua) orang saksi rﬁasing-

masing, bernama MIRA! dan DEWI

yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan

bersesuaian pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah

adik kandung saksi;
S

Pembagian harta..., Yufita Sudjinto, FH Ul, 2010.



?aafﬁﬁdgf@gﬁag _i

- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinaﬁ secara adapt
dengan EKA ' ﬁz‘nda tahun 1971 di Jakarta, kemudian
pada tahun 1999 mereka melakukan perkawinan di Vihara;

~ Bahwa dari perkawinan tersebut telal dilahjrkan 2(dua) orang anak
masing-masing bernama LINGt - ' . dan HA’
¥ |
- Bahwa perkawinan Pemohon tei'sebut_'sampai_-saat ini belum pernah
didaftarkan di Kanfor Catatan Sipil ;

-~ Bahwa suami Pemohon ' yang bernama EKA

tersebut sudah meninggal dunja pada awal tahun 2006 ; -

Mehimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan
Pemohon adalah untuk mend.aftark-an pcrkawi.na-n Pemohon yang
dilé.ngs;mgkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 1999 pacia Kantor Dinas
Kependudul&nn Dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, serta anak yang

£3 dilahirkan dalamy  perkawinan secara adat masing-masing bernama

L ILING: N g’ - _) dan HAT
= “jdinyatakan sebagai anak sah suami isteri EKA . dan
YULL '

Menimbang, bahwa' berdasarkan surat-surat bukti dan

keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan, maka

dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

— Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat
dengan EKA ' *) pada Tahun
1971 ; '

— DBahwa dari perl%awinan secara adat tersebut tele;h dilahirkan 2(dua)

orang anak masing-masing bernama LING L !

1), anak perempuan, lahir di -]akarta pada tanggal 10 Agustus

‘ 1972 dan HA \ anak laki-laki, lahir di Jakarta pada
tanggal 26 Mei 1976 ;

- Bahwa selanjutnya Pemohon dengan EKA

) telah melangsungkan perkawinan menurut Agama

™. A1 L -
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- DBahwa perkawinan’ tersebut sampai saat ini belum’ didaftarkan di
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI jakarta,

karena kurangnya pengetahuan Pemohon mengenal hukune ;_

- Bahwa ‘suami’ Pemohon telah meninggal durua di Jakarta pada

tanggalm 15 Januari 2006 ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan

surat bukti P-1° dan P2, telah terbukd bahwa Pemohon telah

. mclangsuﬁgkan perkawinah secara adat pada Tahun 1971 dan selanjutnya

mcelakukan perkawinan ;:ne_nurut Agama Budha pada tanggal 18 Juni
1999 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat lz;ukli P-13 dan P-15 serta
keterangan saksi-saksi telah terbukti dari perkawinan secara adat terscbut
telah  dilahirkan  2(dua) 6rz_mg anak masing-masing bernama
LING .~), anak perempuan, lahir di Jakarta
ada tanggal 10 Agustus 1972 dan HA' . ...._____ , anak laki-laki, -

Memmbang, bahwa berdasarkan surat bukd P-1 telah terbukti
pc.rkamnan Pemohon tersebut sampai saat ini belum didaftarkan pada

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan -
surat bukti P-4, -5 dan P-6 telah terbukti suami Pemghon yang bermama
EKA ) i i) tersebut telah meninggal
dunia di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2006 ; -

4

Menimbang, bahw_'a b?rdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang- "
Undang Perkawinan. Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan “Perkawinan
adalah sah apabila dilakukan wenurut hukum masmg—masmg agamanya
dan keoercayaannya itu”, dengan demikian perkawinan Pemohon tersebut
adalah sah, mengenai belum dida&arkalmyé perkawinan tersebut pada
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, hal\“

tersebut hanyalah masalah administrasi yang tidak berarti menyebabkan

" perkawinan tersebut tidak sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan nerHmhanaan tarenhasb Jfas.-
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dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 1999 tersebut pada Kantor "
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta adalah
cukup beralasan, dan oleh karenanya memerintahkan pada dan
seperlunya Kantor Dinlas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI
Jakarta untuk mendaftarkan. perkawinan Pemohon dalam buku daftar
yang disediakan untuk keperluan tersebut : “Bahwa di Jakarta pada
tanggal 18 Juni 1999 telah dﬂ.:m gsungkan perkawinan antara EKA

' .dan YULL ) o

Mr'nil:ﬁbang, bahwa dengan dldaftarkannya perkawinan
Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi'-
Propinsi DKI Jakarta, maka anak-anak yang dlle_:lurkan dari perkawinan
Pemohon secara adat masing-masing bernama LING: .

| .‘__. >) dan HA " kui dan disahkan sebagai'anak

sah suami isteri, oleh karenanya memerintahkan pada 'dan seperlunya

) x chawax Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propm51 DKI

]akarta untuk memberikan catatan pmggn’ pada kedua akta kelahiran

; r;ak—anak tersebut;

Mt_mmbang, bahwa berdasarkan pertmbangm1—pcrt1mbangan
tersebut diatas maka permolionan Pemohon dapat dikabulkan untuk .

seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh
Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini

dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan  Pasal-pasal  dari Undang—Undang serta

ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Memerintahkan pada dan seperlunya Pegawai Kantor
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Propinsi DKI
Jakarta, untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon dalam
buku daftar yang disediakan untuk keperluan tersebut
“Bahwa di Jakarta pada tanggall8 Juni 1999 tela%’
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dilimgsungkﬁn ﬁelkawinan antara EKA L
dan YULL' =~ 77" o’
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3.  Memerintahkan pada dan seperlunya Pe-gaivai' Kantor -
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Prbpinsi ‘DKI
Jekarta, untuk memberikan cafatan pinggir pada Akta
Kelahiran No. 2119/7P/ 1972 atas nama ' I LING,
anak perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Agust'us
1972. sebagal amak sah suami isteri : EKA ™7

‘\danYULL = - g

r

‘4. Memerintahkan pada dan seperlunya 'Pe_gawai Kantor
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Propinsi D_I-'(I.
Iakarta,- untuk memberikan catatan pinggir pada Kutipan

_ Akta Kelahiran No. 22/WNA/1985 atas nama : HA.
-1, anak lakj-laki, lahir di Jakarta pada tanggal
26 Mei 1976. sebagai anak sah-'suami isteri : EKA . _ 4
. sdan YULT _

5. Membebankan biﬁya permohonan kepada Pemohon

sebesar Rp.: 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) ;

Dcmikiarll]ah ditetapkan di Jakaria p}ada hari :-S ELAGSA,
TANGGAL : 18 JULI 2006, oleh Kami : HM. TARID PALIMARI, SH,
Hakim Péngadilan Negeri Jakarta Barat, dan pada hari itu juga Penctapan
ini-diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim
tersebut, dengan dibantu : MURATNO, SH. Paniteta) Pengganti

Pengaclilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Pemohon.-

PANITERA PENGGANTI, HAKIM TERSEBUT,
T. T. D. T. T. D.
MURATNO, SH. - H.M. 'T'A.RID PALIMAR[ SLL

Biaya-hiaya : :

Administrasi, Rp. 50.000,-
Panggilan. Rp. 45.000,-
Redaksi Rp.  3.000,-
Moteral, Rp.__ 6.000,-
lumlah. Rn 104 NOD -
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Salinan resmi sesuai dengan aslinya
diberikan kepada dan atas permohonan
Pemohon secara lisan untuk yang
Pertama. .
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CUrunan . - Pertama.
....... mmmmemmem Babuaanf e netanan nerkara Bidean £ Perdata dalam tingkat @ Boadine,
Penpadilan Negeri Jolarta Barat ) .
Yary rpacdilen ‘Ehraet T Indenrdn Tanggal ...} 8 Jugr 2006.
}‘Sﬁl’hﬂ ,1!! A B'Iilﬂéi.ﬂ'i'!'ﬁ EE'.
Nomor : .284/PDT. P/2006 /PN JKT.BAR.
dibuat sesuai dengan aslinya pada tanggal .....cccvun.. 2l A IOLL 2006,
urunan ) _ .
................ Butusan / Penetapan ini dikeluarkan pada tanggal ........ c?:ﬂ} JULL 2006 ... ...
otoeoprs )

.....................................................................................................

Jhcarta Rarat,
324
mda bayar di mas
datanggal .. ..., 24 Juli 2006, .. ...
yalt Tl tRp.2.2000- .. -
=leral tRp.6o000a et -+
mlah 1pBe250i {Paraf Pencrimg)
e
RITATIAN : ' -

Carel vane tidal nerln
Lol stnng Hidals nerin

Sesunilcan selalu tanpgal dan nomeor Putusan / Penclapan
secin paman-nama yvang terdapal pada map furanan! fatocony

PUTUSAN / PENETAPAN HALAMAN PERTANMA dan lembar ini.
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Lampiran 2 ' KETERANGAN WARISAN

Nomor : 30/XII/2006

Yang bertanda tangan dibawah ini, FY'. @y~ 770
Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, menerangkan =
- bahwa dari surat surat yang diperlihatkan kepada =
kami dan dari keterangan yang dibuat dengan akta ===
saya, notaris, tanggal 05-12-2006 (lima Desember ===
tahun duaribu enam} nomor 04. ternyata : ===========
- bahwa tuan EKA - ' dahulu bernama .=
i, telah meninggal dunia di Jakarta pada ====

tangyal 15-01-2006 (limabelas Januari tahun duaribu=
enam), sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta ======
Kematian nomor 149/U/JB/2006 yang dikeluarkan cleh =
kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil-===
Kotamadya Jakarta Barat tanggal 23-01-2006 (duapuluh
tiga Januari tahun dvaribu enam} ; ===s=s====z=czzzc==c
~ bahwa tuan EKA v dahulu bernama =
TR + tersebut, - selanijutnya akan disebut juga =
"Penlnggal Waris"-, telah melangsungkan perkawinan,=
perawinannya yang pertama dan terakhir dengan ======
nyonya YULI * #2n; 't " yang dilangsungkan ====
dihadapan pemuka’ agama Buana pada tanggal 18-06-1939
{delapanbelas Juni tahun seribu sembilanratus ======
sembilan puluh sembilan} dan telah dicatat di kantor
Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia pada tanggal
25-08-2006 {(duapuluh lima Agustus tahun duaribu enam)
. sebagaimana ternyata dari kuotipan Akte Perkawinan ==
nomor 02/Ist/PPA/2006, yang dikeluarkan oleh kantor=
Dinas Kependudukan Dan Catatan 8ipil Provinsi Daerah
khusus Ibukota Jakarta tanggal 25-08-2006 (duapuluh=
lima Agustus tahun duaribu enam), tanpa membuat ====
perjanjian kawin, karenanya perkawinan dengan ======
percampuran harta seluruhnya ; ===s=c===============
- bahwa perkawinan itu berakhir karena meninggainya=
"Peninggalan Waris" ; =====c=zcoocos==s===============
~ bahwa dari perkawlinan itu telah dilahirkan =======
2 {dua} orang anak vaitu : ==========css===========

1. LINGC: i " dahulu bernama -
dilahirkan d1 vakarta pada tanggal 10-08-1972 ==
{sepuluh Agustus tahun seribu sembilanratus =====
tujuhpuluh dua), sebagaimana ternyata dari ======
kutipan Akte Kelahiran nomor 2119/3P/1972 dari =
Tjatatan Sipil (Warga Negara R.R.T) Dijakarta, =
yang dikeluarkan oleh kantor Catatan 3ipil ======
Jakarta Pusat tanggal 29-08-1%72 (duapuluh ======
sembilan Agustus tahun seribu sembilanratus =====

1}
1l

tujuhpuluh dua) yang telah diakui sebagai anak ==
kandungnya oleh tuan EKA | 2 dahulu ===
bernama [ dan nyonya YULI T ===

3 sebagaimana ternyata dari Kutipan =====
Axta rengakuan Anak nomor 01/WNI/2006 dari ======
Pencatatan Sipil,Warga Negara Indonesia yang ==
dikeluarkan oleh Kanter Catatan Sipil Propinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 25-08-200
{duapuluh lima Agustus tahun duaribu enam) da
2. HA i dahulu bernama =====
., dilahirkan di Jakarta pada tanggal =====
Z26-05-1976 {duapuluh enam Mei tahun seribu ======
sembilanratus tuijuhpuluh enam) sebagaimana ======

IT-U\ I n
[ T I T
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© tuenyata dari Dupliket Pertama Kutipan Akkg =====
Kelahiran nomor 22/WNA/1985 dari Pencatatan =====
Sipil (Warga Negara Indonesia) yang dikeluarkan =
oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil=
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal =
06-08-2002 (enam Agustus tahun duaribu dua} =====
vyang telah diakui sebagai anak kandungnya oleh =
tuan EKA + . _ } dahulu bernama ...

dan nyenya YULIZ ' + sebagai =

mana ternayta dari Kutipan Akta Pengakuan Anak
nomor 02/WNI/2006 dari Pencatatan Sipil Warga =
Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kantor -=
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Propinsi =
Daerah Khusus Ibuikota Jakarta tanggal ==========
25-08-2006 {duapuluh lima Agustus tahun duaribu =
enam) ; R4 F -+ 3 3 s
- bahwa semasa hidupnya almarhum tuan EKA L ====
¢AR®~ dahulu bernama “ ' %' : 3¢ tersebut tidak=
pernah mengakni anak lain dan tidak pexrnah ==s=======
mengadopsi secorang anakpun. =s=====s=z====Scx===c====
- bahwa menurut Surat Keterangan Departemen ========
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia =====
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum s=======
tertanggal 16-10-2006 (enambelas Oktober tahun =====
duaribu enam} nomor ..sdalam buku ===
register Seksil Daftar Wasiat Sub Direktorat Harxta ==
Peninggalan Direktorat Perdata, tidak.terdaftar ====
akta wasiat atas nama "Peninggal Waris" ==s=======c=
- .bawha warisan "Peninggal Waris" adalah 1/2 =======
(setengah) bagian dari harta campur kaya (algehele =
gemeenschap van goederen) antara "Peninggal Waris" =
dan nyonya YULI! ) tersebut, =========
sedangkan 1/2 (setengah) bagian lainnya daxri harta =
campur kaya tersebut berdasarkan hukum harta =======
perkawinan adalah miliknya nyonya YULI -, =====z
T . tersebut } S====RE====S=sT==S==S==sS=S==sS===5
- bahwa oleh karena ity ===========co==css=========c=
~ nyonya YULI: " tersebut dan ======
- anak anak bernama : =s======sz========S-x==s=-====
~ LINGt v ™7 } dahuln bernama ==========

- HaA . °  w dahulu bernama ======z===
tersebut’ EE e 3

adalah para ahli waris tersendiri dari ===========z==
"Peninggal Waris" masing masing untuk 1/3 (satu per=
tiga) bagian. CE=CS S-S OEC=S=S=S=SCoO =SS oSS CSSCo=E==Ss===sos
Maka berhubung dengan segala sesuatu yang tersebut =
diatas ini orang orang yang tersendiri berhak atas =
harta campur kaya tersebut adalah : ================
1. nyonya YULI ) tersebut =s==========
untuk 1/2 + (173 x 1/2) = 4/6 {empat per enam ===
bagian dan ==s===c======c=zc====z=====================

2. anak anak bernama ¢ sS====sc======s=========z======

- LINGI . dahulu bernama ==========

- HAL: B ! dahulu bernama ===z======

: E 4 tersebut, =ssz====s=sc==z=====s===
masing masing untuk 1/2 x 1/3 = 1/6 (satu per ==
enam} bagian! e A ]

dan merekalah yang tersendiri berhak untuk menuntuts=

Pembagian harta..., Yufita Sudjinto, FH Ul, 2010.



dan menerima barang barang dan uang yang termasuk ==
harta tampur kaya tersebut dan memberi kwitansi ====

atau tanda pelunasan untuk segala penerimaan. ======

Jakarta, 6 Desember 2006
F ! ; S.H.
Notaris di Jakarta
S.E & O.
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PENCATATAN SIPIL <
REGISTRY OFFICE ; sy A
WARGA NEGARA T '
NATIONALITY :\fggﬁg‘gﬁw
KUTIFAMN AKTA KEMATEAN

EXCERPT OF DEATH CERTIFICATE

&

U
—
L i R

"
o
S

o

s
o k"._-"

|
o
I Berdasarkan Akta Kematian Nomor 9T ks
I By virite of Death Certificate Number o AAAIIBAIO0G - e stimmnervecs concntenrs ”\,I*’ “ A
¥ .ménurut stbld: o 191 NOR0 JO LS NOBL itk baher di
" inaccordance with skate gazetie B 9 : that i

Wakerta ... cCadatanggal Jima belas Januedi...................
on date Jifteenth day of January

Tt

RS i W e o O

_1_'.&"2?23:.'51

%

e

20

i

w ot

...... :----:-::-_”--":'-'--.-I-ErTT_gTr ..4..........‘---....;...r.f...a.._ d __

" kelah meningeal dunia seorang DRy 11afﬁfl‘an
‘n pcrson has decensed by name of Mr/MrsfMiss :
.......... SORTTRORTRRURTTRRR 09 9 SR I W T S WY a..

lahir di Jakaria pada tanggal serabilan OKtODET... oo, ...

“boru in ’ au date nintth day of October
e e 1o CADMIL_ seribu sembilan, Tatus empatpuiuh. delapan. .
_ au yenr one thousand and nine Inindred fourty eight
“Anak ke : enam laii-lakd dar suami istri OEH, ', danTAN, . N
Clild no ; six, the son of the couple :

2

>3
R

¥

]

T

Kutipan ini dikeluarkan di Jekarta

The excerpt is tsswed 7 in Jakaria

pada tanggal duapuluh HgaJanuerd

‘on daic v “tsventy Third day of Janiiary
dvaribu enam

......................................... Feo Mhsivad and sl
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Jrr
R

Civil Regisiration of West Jakarta

1

/Drs DIARNUDII, MM

)
\*')
g
s
]
-
3
3
=
®
=
g
Y
2
2
=
0
=
3,
Tt
PRI D)

VP

A
e
izt

IR

NIP. 470027942 7

1

%

i L)

iees a s 1 b p e ot e s gy SR ST o [ i s [ o S R G s |

AL U I o I T e ey CE L R PR B R T e PSR e é i

- LR mes & e & D o Tmes E e T e B

.
= . - - = ' - - s s - T LT P p et AT R
B0y, Lt WS RET T s S NS i VR R T O DRI T P EORHINA, L 2 TSN RPN A o A L DN LS et (LR TR ox L)

Pembagian harta..., Yufita Sudjinto, FH Ul, 2010.



MAHA CETYA DHARMAPALA

Jalan Sili III No. 47 Jakarta Utara -
Tedpdfay, (U1) 0674620 - [Ep. Y2862961 - 0816 84 1480 ’*

e R i Lt e L R R Rl R e A i R
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AN !’l REAWINAN AGAMA BUDDHA

ESTR I ALY (& |) VS g

NMame Pooanz Buddio, atas laorunia Tuban Yang daha Exa,
sertn perlinduengan Buddha, Dlaema, dan Sanghe,

fobe Juni 189 berempat Ji Maha Cetyn Dlmrmapaba, Jatan Sili HI No. 47,
Kutwrahan l‘uj.tp_.n mL eenotne Pesjuringan. Jalara Utar, Kani Peociat Perhaw ingn Agama Buddha
deagan iei wmeneranghan baliwa aclali dilangsungkan wpacara, pamberhatan peckineindn seeara sgams Buddhin
Mahavana Indonesia din Kedui mempelai sah sebaouai suami istri, antara :

Padis i ind Sabfu sy

- ERA : 4 ySalinan sesuai dengan ‘l'ilin_}ﬂ
‘ Jakarta, 20 Maret 20067%,
Puirn cdari P, (eij dun Ny Tan | - 5
Eabir di Jatcaeta pada tineeal 9 Okfober 1948, -
HBeratanmal diJL Jomax . d
dengan
VUL - Upasaka Budiman Sudham
. . & Pencatat Perkawinan Agama dddha
Putri dari Tn, Tjnng din Ny, Thong -

Lahir di Jukarta padla tansgat 10 Anni 1949 -
Beralamat di L Jomas : L

Datam perkawinan terscbul mereka mexngakai rc(rdr mempaeand 2 {duaj orang anak. vaitu :
. Ling) . tahir di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 1972, berdasarkan Akia

ht:ldlnr.m Catatan S Dlx’l Iakarta Nomor "l IBJII’!’IQT’ tertanggal 29 Aguslus [972. -
2. Ha! = a ). lahir di Jakarta pada tanpgal 26 Mei 1976, berdasarkan Akta

Feelaltiran Caunan Sipil DRI Jakacta Nomor 22WNAZ1985 (Duplikat Perama) tectanggal 6 Apustes 2002 dan
Ketetapan Hakim Penuadilan Negert baharta Pusat ianggal 2 Juli 1985 Nomor _bS.’PdU’l”I QEI/PNIKT.PST. -

Dengan upacara pemberkatan perkawinan dipimpin oleb Upn-snka Budiman Sudharma. -
Dan disaksikan olel ;. My, Flira _ dun Ny. Tjong,

LN S P
l\' P

Jakarta 18 Juni 1999
Pencat t Perkawinan Agama B|.;§’dh/

Fﬂ_z A ‘,r:r"_)__;_,_ '___.___.______* .

[ A T e —

Upaszka Budiman Sudharma
PPAB.CD1

Surat Pemberkatiun Peckaswinan Yo Buddha ini diterbithan enink keperluan pencatadan oled Pegasad Pencatat 'echoswinan
paeht Ravttar Catatan Sipil sesund dengan tsidan mekssd UF No, 3 Tahun 1974 sertn P No. 9 Tahon J975,

Lmbar 1 : Unluk Suanm Le.n .»ar 2 Unluk tstn - Lemtiac 30 Uniok WALUBE DRI Jakanta - Lembar 4 @ Untuk Tempat Ibadah
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Nomor Iinduk Kependudukan
Persointel Registration Nignber

- PENCATATAN SIPIL
“ REGISTRY OFFICE

 WARGA NEGARA _ INDONESIA .

" NATIONALITY “UINDONESTAN :
JBKOMIPANAKTEA PERISAVIINAN .4
EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE?

1207 0o 130 JO 1919 No.8 1.2 ...

_padatanggal _ duapuluh lima Agdstu
“onddfe LRy TR Ay o At
b ercata e s e asa
-.oa ma_rtmgé:wr_r's?rlec_ﬂr e’

ey

1}

SERIIEY

i \_'f A ;—‘ o ©
Htelalt dilafigsungkan ma
5 EoidtiCted n Actep et Ce i

‘bernama”

‘déldpancbelas;Juni. <. - .
B e R L LCLEEE LT EELE S -
TUgighidenitiday of June” T TR
...seribu sembilan ratus sembilanpulub sembilan
. oneithousand nine hundred and ninety nine

Kutipan ini dikeluarkan 4; fajr

Tite cxcerptis isswed ] pry AL

pada tanggal  duapuluh lina AgRisu;

ou ilate twenty fifth day of dngtst
duaribu cnam .

< TF.#‘.E!’:.:"&-A:_-, Pt
e " ey e Nty
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Dalam pencatatan perkawinan mereka: ini telah diakui dan disahkan dua -orarg anak¥
yakni : S R : : - it
1. LINGf: “ [ anak kesatu pefcmpuan lahir di Jakarta. pada tanggal

AT U T

sepuluh Agustus tahun scribu sembilanratus (ujuhpuluh dua. dibawah akta

pengakuan dan pengesahan anak Nomor : 01/WNA/2006.

. HA © "7 . .. anak kedua laki-laki lahir di Jakarta. pada tanpgal
duaputuh enam Mei tahun seribu sembilanratus tujuhpuluh enam, dibawah akla

pengakuan dan pengesahan anak Nomor : 02/WNA/2006.

0000090 I ---

KUTIPAN ini sesuai dengan keadaan pada hari ini

JAKARTA, tangpal duapuiuh lima Agustus iahun duaribu enam.

LENDUD AN'DANy
OVIsI

Pembagian harta..., Yufita Sudjinto, FH Ul, 2010.
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Lampiran 6

OISR T RN R TR S T AR e (Qr ol
' Ngmor Induk Kependudukan - No. AA.500,0002314 Ve

. - < : Ag gy
Personnel Registration Number A

e PENCATATAN SIPIL
S REGISTRY OFFICE

NATIONALITY INDONESIAN

KUTIFAN AKTA PENGAKUAN ANAK
EXCERPT OF CHILD ACKNOWLEDGEMENT CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Pengakuan Anak Nomor QUWNE2006 . e,
By virtue of Child Acknowledgement Certificate Number )

menurut stbld 1917NQ.130J0 1919 No 81 . bahwadi Jakarta . ..
in accordance with state gazette that in ’

seorang anakbernama . LING
a child by name of ’

pada tanggal
““on dafte

uapuluh lima Agustos . tahun dusdbunemam b,
twenty fifth day of August enyear fwo rthousand and six

telah diakui sebagai anak kandungnyaeleh
has been acknowledged as their child by

EKA *" (Almarhum) dan YULL

ﬂ'"ﬁ

Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 02/IST//PPA/2006 tanggal 25 Agustus 2006
Pased on the cortificats of maniage Number 02/IST/PRA/2006 dated August 25 ¥ 2006

The excerpt 15 issued in Jakarta

pada tanggal duapuluh lima Agustus S
on date tventy fifth day afAygust

Rt KHAMIGABDUL KADIR, MSi
N = NIPF470023651

R .
" — el [
y - t:";r-y"" AT
G AE\E“‘&&.‘:—\'\ ipontite
. ST N

) NSRRI A T o
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Lampiran 7

TJATATAN SIPIL

WARGA NEGARA R.R.T,

................................... SN .
DJAKARTA :
AKTE KELAHIRAN
No. 2119/9E/1972. -
Darl Gaftar moromie e e B TTTITE visiireareasseiasaeseve tontang kelahiran
menurut .5 7ono.bR1d: 1917 No. 130 Tfo 1919 Mo, 8Ll Djakarta temjata,
e e TJakarta =ec—cowmco— e —c——

bahwa di ...ovveveiriiiiiianrercatoienonnns a karta ........................................ . pada tanggal
TooToTTTnooTonTTooon Sepulub Agustus ee-oeeesomooosoo oo
seribu sembilan ratus . umnn Rduhpnluh AU, mmnnssassssn telah labi
e e e LING swormee e e e re e e e e e
anak perempuan 1uar n:l_kah dardi: TJONG R

Kutipah inf sesuai dengan keadaan pada barl ind,
DJAKARTA, tanggal ..‘?ﬁ?}Pu:‘-‘-‘h Semb-"rlan

scribn -septbilan ratus .-rt.u;}uhpuluh dua,.—

Pegawar. Iuar bu:.sa Tgutac:.n. Sipil,
: Jakarta Pusat,

-t

.,!‘ 3 == e N e g mmea s —r
P

l\t:zmr '::r. c(g N

" :\: .L-\t Ay
§ F;"'}E “"ﬂ:h‘ /
ey "‘“{‘;
;
'E
" ‘, ="
Melihat untuk meresmikan tendatangan diatas ini darl: Dra. 'S =jlan "‘.“M’"

Pegawai lua.r biasa Tjatatan Sipil di D]nkarta B
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DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Telp. 5662400, 5662345, 5662296 o
JAKARTA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA .

" Jalan Letjen. S. Parman No. 7 Jakarta Barat o

Catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran ini menyatakan bahwa

LINGC A diakui orang tuanya dibawah
akta pengakuan nomor:01/WNI/2006,tanggal 25 Agustus 2006, dan disahkan
sabagai anak suami isteri dari EKA . ** (Almarhum)} dan
YULI }, berdasarkan akta perkawinan nomer : 02/IST/PPA/

2006, tangral 25 Agustus 2006 vang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan
Dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.-————=—e———- e

Jakarta,

Pembagian harta..., Yufita Sudjinto, FH Ul, 2010.
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Nomeor Induk Kependudukan

to. AA.500.0002750

Personnel Registration Number
‘f.\ .
- .
Sk
¥
T L‘ r ] L N

PFPENCATATAN SIXIL
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA INDONESLA,

NATIONALITY INDONESIAN

HRUTIFAN AKTA FENGARUAN ANAK
EXCERPT OF CHILD ACKNOWLEDGEMENT CERTIFICATE

KSR

s'l
=,

i

“  Berdasarkan Akta Pengakuan Anak NOINOL  02/WINI2006...........totosooooooeoeoeoosoooeesosseeoes
% By virtue of Child Acknawledgement Certificate Number

menurut stbld 1917 Ne.A30.J0 1919 Ne 8. ... bahwa di Jakarta . ...

fn accordance with state gazette that in

seorang anak bernama . ... HA!
a child by name af

. pada tangga)

) "on date
dugpulubiima Agustus | . fahun deadbuwemam |
’ twenty fifth day of Auguist . on year tfwo thousand and six
¢ telah diakui sebagai anak kandungnya oleh
has been acknowledged g5 their child by
EXA, b At e, dan, YULL B

Berdasarka ;‘;.“x'ﬂli-c;a“l:’ellka\;ina‘;-u No rno-r 02/ [S-T/PPA/ZOOB tanggal 25 Agustus 2006
Based on the certificate of maniage Number 02/ISTAPEAS2006 dated August 25 i 2006

Kutipan ini dikeluarkan gj jakarta, .

Thte excerpt is issued in Jakarta

pada tanggal dumuyluhlima Agustus

on date “twenty fifth day of Avgust o
dugribu enam ’

4 Kepala .

Ay

o ;v:;_% . m?ﬁ,

Nl e s

e,

S g e T S g
. ITTPEP . -1 S g e
U e T e AR BT
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Lampiran 9

//

Henurut Ketetdapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat t :L 2 7 198 :

No.583/Pdt/P/1985/PN JKEVPST., .0 ¢ e 8 AT 5

Ba, o aa e ' .} o Sads
fav CSL 0100936  rixe:v

EAULRL R

-‘I

' PENCATATAN SIPIL
{(WARGA NEGARA ._ INDONESIA

- a . -
ORI . R T e

DUPLIKAT PERTAMA
KUTIPAN

AKTA KELAHIRAN

22/WNA/1085 -~

. Nomor

Totimewn - ————

Dari daftar ==T=7=22=0

menurut Stbld -

=~ teniang kelahiran
1917 N9 ,130 J0,1919 N .81 ww=e=_ 4 yakarta

temmyata, behwa di

d’uapu].\.-h em HEi T e A e P T ey R - e S o

pada tanggal

————————————————— telah lahir
HA B o i) — - e e
anak ke _-J‘.@ki"'laki ].l.lal‘ k&ﬂi!l dari _.A_—IJQ.HG.'-- ..... ammm—_

weo Q000 0wne-

Kutipan ini sesuai dengan keadaan pada hari int

Jakarta, tanggal --ET2E AEUSIUS oo e me

Duaribu dua,r=r=resmm—meammencemamn= -

Kepala _ Dinas Keperﬁudj./man
R Dan Catatan Sips1

________________________________________

Hj. SYLVIAMA MURNI, SH. MS1.
NTEe L7NNARRLID <f1,,
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7 . 4

. PEMERINTAH PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
" DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Jalan Letjen. S. Parman No. 7 Jakara Barat .
Telp. 5662400, 5662345, 5662296 ac M
JAKARTA e

Catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran ini menyatakan bahwa

HA A , diakui orang tuanya dibawah akta pengakuan nomor
02/WNI/2006, .tanggal 25 Agustus 2006, dan disahkan sebagai anak
suami isteri dari EKA { Almarhum )} dan -"YULI

T -

), bherdasarkan akta perkawinan nomor : 02/IST/PPA/2006, tanggal
25 Agustus 2006 vang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan
Sipil Provinsi DXI Jakarta.-—————————emm——— e

Jakarta, tangcoal duapuluh lima Agustus tahun duaribu enam.-—-————ce————

oo
7, W
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Lampiran 10

Menimbang

Memperhatikan :

Mengingat

Kepada

Untuk

W=

[

INSTRUKSI PRESIDIUM KABINET
NOMOR 31/U/IN/12/1966.

KETUA PRESIDIUM KABINET,

bahwa ternyata hingga dewasa ini masih diberlakukan beberapa Peraturan Kolonial, yang
sudah tidak sesuai lagi dengan tingkatan pcrjuangan dan martabat bangsa Indonesia
antara lain ketentuan-ketentuan mengenai penggolongan Penduduk Indonesia
berdasarkan keturunan/klas ;

bahwa demi tercapainya pembinaan kesatuan bangsa Indonesia yang bulat dan homogen,
serta adanya perasaan persamaan nasib diantara sesama bangsa Indonesia, maka dirasa
perlu segera menghapus praktek-praktek yang berdasarkan pada penggolongan-
penggolongan tersebut.

Sumpah Pemuda 1928 ;
Amanat Presiden Republik Indonesia tanggal 15 Juli 1963 ;

. Resolusi MPRS Nomor III/RES/MPRS/1966;

Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 1966;
Keputusan Presiden Nomor 170 Tahun 1966;

MENGINSTRUKSIKAN :

Menteri Kehakiman Republik Indonesia;
Kantor Catatan Sipil (Burgerlijk Stand) di seluruh Indonesia.

. Sambil menunggu dikeluarkannya Undang-undang Catatan Sipil yang bersifat nasional

tidak menggunakan penggolongan-penggolongan Penduduk Indoncsia berdasarkan pasal
131 dan 163 LS. (Eropeanen, Vreemdeoosterlingen, Inlander), pada Kantor-kantor
Catatan Sipil {B.S.)} diseluruh Indopesia.

Untuk selanjutnya Kantor-kantor Catatan Sipil di Indonesia terbuka bagi seluruh
penduduk Indonesia dan hanya dibedakan antara Warganegara Indonesia dan Orang
Asing.

Ketenfuan-ketentuan tersebut angka 1 dan 2 diatas tidak mengurangi berlakunya
kctentuan mengenai perkawinan, warisan dan ketentuan-ketentuan Hukum Perdata

lainnya.

Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri mengatur lebih lanjut, pelaksanaan dari
Instruksi ini dilingkungan masing-masing.

Instruksi ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Pembagian harta..., Yufita Sudjinto, FH Ul, 2010.



Ditetapkan di : Jakarta,
Pada tanggal : 27 Dcsember 1966

PREDISIUM KABINET AMPERA
KETUA,

ttd.

SOEHARTO.
JENDRAL T.N.I.

Pembagian harta..., Yufita Sudjinto, FH Ul, 2010.
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